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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

Indonesiamerupakannegarahukum,halinitelahdinyatakandalam

penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia

berdasarkan atas hukum,tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka,

seperti yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraandalam

konsep“Indonesiaadalahnegarahukum”,mengandungartibahwadalam

hubunganantarahukum dankekuasaan,bahwakekuasaantundukpada

hukum sebagaikuncikestabilanpolitikdalam masyarakat.Dalam negara

hukum,hukum merupakantiangutamadalam menggerakkansendi-sendi

kehidupanbermasyarakat,berbangsadanbernegara.1

Hukum sangaterathubungannya dengan keadilan,bahkan ada

pendapatbahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan,supaya

benar-benarberartisebagaihukum,karenamemegangtujuanhukum itu

adalahtercapainyarasakeadilanpadamasyarakat.Setiaphukum yang

dilaksanakanadatuntutanuntukkeadilan,makahukum tanpakeadilan

akansia-siasehinggahukum tidaklagiberhargadihadapanmasyarakat,

hukum bersifatobjektifberlakubagisemuaorang,sedangkankeadilan

bersifatsubjektif,makamenggabungkanantarahukum dankeadilanitu

bukanmerupakansuatuhalyanggampang.Sesulitapapunhaliniharus

dilakukandemikewibawaannegaradanperadilan,karenahak-hakdasar

1AdamiChazawi,KejahatanTerhadapTubuhdanNyawa,RajaGrafindo,Jakarta,
2018,h.11
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hukum ituadalahhak-hakyangdiakuiolehperadilan.2

Pengadilan sebagaipilarutama dalam penegakan hukum dan

keadilansertaprosespembangunanperadabanbangsa.Tegaknyahukum

dankeadilansertapenghormatanterhadapkeluhurannilaikemanusiaan

menjadiprasyarattegaknya martabatdan integritas negara.Hakim

sebagaiaktorutamaataufigursentraldalam prosesperadilansenantiasa

dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas,

kecerdasanmoraldanmeningkatkanprofesionalismedalam menegakan

hukum dankeadilanbagimasyarakatbanyak.Wewenangdantugashakim

yang sangatbesarmenuntuttanggung jawab yang tinggi,sehingga

putusan pengadilan yang diucapkan “Demi Keadilan berdasarkan

KetuhananYangMahaEsa”menunjukankewajibanmenegakanhukum,

kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara

horizontal kepada semua manusia, dan secara vertical

dipertanggungjawabkankepadaTuhanYangMahaEsa.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka

untukmenyelenggarakanperadilangunamenegakkanhukum dankeadilan

berdasarkanPancasila,demiterselanggaranyaNegaraHukum Republik

Indonesia.Putusanhakim merupakanaspekpentingdandiperlukanuntuk

menyelesaikanperkarapidana.Dengandemikian,dapatlahdiartikanlebih

jauh bahwasannya putusan hakim dipihak terdakwa memperoleh

kepastianhukum (rechtszekerheids)tentang statusnyadansekaligus

2 Agus Santoso,Hukum,Moral& Keadilan,Kencana Prenada Media Group,
Jakarta,2012,h.91
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dapatmempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut

dalam artiandapatberupayaitumenerimaputusan,banding,ataukasasi,

bahkanmelakukangrasi.

Lembaga peradilan sebagailembaga penegakan hukum dalam

system peradilanpidanamerupakansuatutumpuanharapandaripara

pencarikeadilan yang selalu menghendakiperadilan yang sederhana,

cepatdanbiayaringansebagaimanayangdiaturdalam pasal2ayat(4)

Undang-undangNomor48Tahun2009TentangKekuasaanKehakiman.

Keadilan yang dihasilkan darisuatu lembaga peradilan melaluisuatu

proses peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim adalah

merupakansyaratutamadidalam mempertahankankelangsunganhidup

suatu masyarakat sebab putusan-putusan hakim yang kurang adil

membuatkepercayaanmasyarakatterhadaplembagaperadilanmenjadi

berkurang, sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk

menempuhjalurhukum didalam mengatasipermasalahanhukum yang

merekahadapi.Makadalam halinihakim sebagaipejabatNegarayang

diberiwewenang oleh undang-undang untuk mengadilidalam suatu

proses peradilan pidana,mempunyaisuatu peranan penting dalam

penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang

diharapkandandicita-citakan.

Penyelenggaraan peradilan pidana sebenarnya tidakhanya oleh

hakim dalam suatuprosesperadilannamunjugaharusdidukungoleh

aparatpenegakhukum pidana lainnya yang tergabung dalam system
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peradilanpidana(CriminalJusticeSistem)yaitupolisi,jaksa,hakim,dan

petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja mulaidariproses

penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan

sampaiakhirnyapadapemeriksaandisidangpengadilan.3

Seoranghakim sedangmenanganiperkaramakadiharapkandapat

bertindakarifdanbijaksanademiuntukmendapatkankebenaranmateril

yaitukebenaranyangselengkap-lengkapnyadarisuatuperkarapidana

denganmenerapkanketentuanhukum acarapidanasebagaimanayang

tertuang dalam pasaldemipasalyang ada didalam KUHAP guna

menentukanapakahseorangterdakwaterbuktimelakukansuatutindak

pidanaatautidakdanapabilaterbuktibersalahmakaseorangterdakwa

tersebutdapatdijatuhipidanaatausebaliknyabilatidakterbuktibersalah

makaseorangterdakwaharusdiputusbebassehinggakesemuanyaitu

bermuarakepadaputusanyangdapatdipertanggungjawabkanbaikdari

aspekilmuhukum itusendiri,hakasasiterdakwa,masyarakatdanNegara,

dirisendirisertademikeadilanberdasarkanKetuhananYangMahaEsa.4

Putusanhakim atauputusanpengadilanmerupakanaspekpenting

yangdiperlukanuntukmenyelesaikanperkarapidana.Dengandemikian

dapatlahdikonklusikanlebihjauhbahwasanyaputusanhakim disatupihak

berguna bagiterdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (rechts

zekerheids) tentang statusnya dan sekaligus dapatmempersiapkan

3 YesmilAnwardanAdang,System PeradilanPidana(Konsep,Komponendan
PelaksanaannyaDalam PenegakkanHukum DiIndonesia),WidyaPadjadjaran,Bandung,
2019,h.28

4Waluyadi,PengetahuanDasarHukum AcaraPidana(SebuahCatatanKhusus),
MandarMaju,Bandung,2019,h.15
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langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat

menerimaputusan,melakukanupayahukum verzet,bandingataukasasi,

melakukan grasidan sebagainya.Sedangkan dilain pihakhakim yang

mengadili perkara diharapkan dapat memberikan putusan yang

mencerminkannilai-nilaikeadilandenganmemperhatikansifatbaikatau

sifatjahatdariterdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal

sesuaidengankesalahannya.5

Adapunmacam-macam bentukputusanyangakandijatuhkanoleh

hakim dalam sidangpengadilanberdasarkanKUHAPdapatdibagiatas

tigamacam,yaitu:

1.Putusanyangmengandungpembebasanterdakwa(vrijspraak)
sebagaimanayangdiaturdalam Pasal191ayat(1)KUHAPyaitu
pengadilanberpendapatbahwadarihasilpemeriksaandisidang,
kesalahanterdakwaatasperbuatanyangdidakwakankepadanya
tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan maka terdakwa
diputusbebas.

2.Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa darisegala
tuntutanhukum (ontslagvanrechtvervolging)sebagaimanayang
diaturdalam Pasal191ayat(2)KUHAP yaitujikapengadilan
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwaterbuktitetapiperbuatanitutidakmerupakansuatu
tindakpidana.

3.Putusanyangmengandungsuatupenghukumanterdakwa,Pasal
193KUHAPyaitujikapengadilanberpendapatbahwaterdakwa
bersalahmelakukantindakpidanayangdidakwakankepadanya
makapengadilanmenjatuhkanpidana.6

Berdasarkanmacam-macam bentukputusanyangdijatuhkanoleh

hakim disidangpengadilantersebut,makayangmenjadiobjekpenelitian

penulisadalahputusanbebasyaituputusandariPengadilanNegeriMedan

denganNomor3305/Pid.B/2020/PNMdnatasnamaterdakwaSunardiAls

5LilikMulyadi,PutusanHakim Dalam Hukum AcaraPidana(Teori,Praktik,Teknik
PenyusunanDanPermasalahannya),CitraAdityaBakti,Bandung,2017,h.119

6Ibid,h.120.
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GundokdanSyafwanHabibiyangtelahdidakwamelakukantindakpidana

dimukaumum bersama-samamelakukankekerasanterhadaporangyang

menyebabkanmati.

Terdakwa didakwa dalam dakwaan pertama sebagaimana yang

diaturdalam Pasal170ayat(2)ke-3KUHPidanadandakwaankedua

sebagaimanadiaturdalam Pasal351ayat(3)KUHPidanajoPasal55ayat

(1)ke-1KUHPidana.Terdakwapadasuatutempattermasukdalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Medan, dimuka umum bersama-sama

melakukan kekerasan terhadap orang (Syahdilla Hasan Afandi)yang

menyebabkanmati.

Setelah melaluitahapan pemeriksaan dipengadilan ternyata

majelis hakim dalam putusannya Nomor 3305/Pid.B/2020/PN Mdn

menyatakanbahwapenuntutanPenuntutUmum tidakdapatditerimadan

memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan para

terdakwadaritahanansegerasetelahputusaninidiucapkan.Putusanini

didasarkanataspertimbanganbahwawaktudantempatterjadinyatindak

pidanasertakronologismaupunpihak-pihakyangterlibatdalam perkara

yangdidakwakankepadaparaterdakwaadalahsamadenganPerkara

Nomor3657/Pid.B/2019/PN Mdn,atasnama Terdakwa ISunardiAls

Gundok dan Terdakwa IISyafwan Habibiyang diputus pada tanggal

tanggal21April2020atasnamaTerdakwaISunardiAlsGundokdan

TerdakwaIISyafwanHabibi,dimanaperkaratersebuttelahberkekuatan

hukum tetapdanParaTerdakwatelahmenjalanihukumanmasing-masing
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selama9(sembilan)bulanpenjara.Sehinggadengandemikian,Majelis

Hakim menerimanotapembelaanpenasihathukum paraterdakwadan

menyatakanbahwaperkaraparaterdakwaadalahnebisinidem.

Berdasarkankasusdiatas,makamenurutPasal76ayat(1)dan(2)

KUHPmenyatakan:

(1)Kecualidalam keputusanhakim masihbolehdiubahlagi,maka
orangtidakbolehdituntutsekalilagilantaranperbuatanyang
baginyatelahdiputuskanolehhakim NegaraIndonesia,dengan
keputusan yang tidakboleh diubah lagi.Yang dimaksudkan
disinidenganhakim NegaraIndonesia,ialahjugahakim dalam
negeriyang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak
memerintah sendiri,demikian juga dinegeriyang penduduk
Indonesianya,dibiarkanmemakaiketentuanpidanasendiri.

(2)Jikaputusanituberasaldarihakim lain,makapenuntutantidak
bolehdijalankanterhadaporangituolehsebabperbuatanitu
jugadalam hal:
a.Pembebasanatanperlepasandaripenuntutanhukuman.
b.Putusan hukuman dan hukumannya habis dijalankannya,

ataumendapatampunatauhukumanitugugur(tidakdapat
dijalankanlagikarenalewatwaktunya).7

Ketentuan hukum yang ditegaskan diatasdalam hukum pidana

disebutdenganAsasNebisinidem yangartinya:orangtidaktidakboleh

dituntutsekalilagilantaran perbuatan (peristiwa)yang baginya telah

diputuskan oleh hakim.8 Berlakunya dasarhukum Ne bisin idem itu

digantungkankepadahal,bahwaterhadapseseorangitujugamengenai

peristiwayangtertentutelahdiambilkeputusanolehhakim denganvonis

yangtidakdiubahlagi,dimanaputusantersebutberisikan:

1.Penjatuhanhukuman(veroordering).Dalam haliniolehhakim
diputuskan,bahwa terdakwa terang salah telah melakukan
peristiwapidanayangdituduhkankepadanya;

7DadangSukmawijaya,AsasNeBisInIdem Dalam KepastianHukum Diulangnya
PersidanganPerkaraPidanaAnak,JurnalAdliyaVol.13,No.2,Juni2019,h.81.

8MairikoAlexanderKotu,PenerapanAsasNebisInIdem Dalam PutusanPerkara
Pidana,LexetSocietatis,Vol.IVNo.2Feb2016,h.103.
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2.Pembebasan dari penuntutan hukuman (onstlag van
rechtsvervolging).Dalam halinihakim memutuskan,bahwa
peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan
dengancukupterang,akantetapiperistiwaitubukanternyata
bukan peristiwa pidana,atau terdakwanya kedapatan tidak
dapatdihukum,karenatidakdapatdipertanggung-jawabkan
atasperbuatanitu;

3.Putusan Bebas (Vrzjspraak). Putusan ini berarti, bahwa
kesalahanterdakwaatasperistiwayangdituduhkankepadanya
tidakcukupbuktinya.9

Berdasarkanpasal76KUHPadaduaadagium yangterkandungdi

dalamnyayaitu:

1.Nemodebetbisvexariyangberartitidakseorangpunbolehdiganggu

denganpenuntutanduakaliuntukperkarayangsama.Padaumumnya

adagium inikemudiandikenalsebagaiNebisInIdem yangkuranglebih

artinya,seseorangtidakdapatdituntutuntukkeduakalinyadidepan

pengadilandenganperkarayangsama.

2.Nihilinlegeintolerabiliusest(quam)eandem rem diversojurecenseri.

Artinya,hukum tidakmembiarkankasusyangsamadiadilidibeberapa

pengadilan.

Putusanpengadilanyangtelahmempunyaikekuatanhukum tetap

berartitelah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara.Jika putusan

berkaitandengankompetensiabsolutataukompetensirelatif,demikian

juga putusan yang berkaitan dengan sah-tidaknya dakwaan bukanlah

putusanyangberkekuatanhukum pasti.Konsekuensilebihlanjut,kalau

perkaratersebutkembalidiadili,makatidakdapatdikatakansebagainebis

9IlhamdiPutradanKhairulFahmi,KarakteristikNeBisInIdem dan
Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,JurnalKonstitusi,Volume18,
Nomor2,Juni2021,h.5.



17

inidem.

Bahwasannyauntukdapatdijadikansebagaidasarataualasan-

alasanyangsahadanya“nebisinidem”dalam halmelakukanperlawanan

terhadapsuatuperkarayangdiajukanharuslahmemenuhisyarat-syarat

yang didasarkan pada alasan yang sama,baik itu tentang duduk

perkaranya,objeknya,subjeknya,bahkanpengadilannyasertaalasannya,

sehinggadengandemikiandapatdikatansebagainebisinidem.

AsasNebisInIdem dalam hukum pidanaseringkalidipergunakan

dalam dasar eksepsi persidangan oleh terdakwa. Hal ini terjadi

dikarenakan Penyidik dan Penuntutumum mengajukan lagiterdakwa

dalam pidana yang sama dan telah diputus oleh hakim yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.Asas nebis in idem menyatakan

bahwasamuaterdakwayangdidugadandidakwasebagaipelakusuatu

tindakpidanaharusdituntutdidepanpersidangan.Namun,daripadaitu,

baiksecaraumum maupunkhusus,undang-undangtelahmenentukan

adanya suatu pengecualian yaknipeniadaan atau penghapusan suatu

penuntutanterhadapterdakwadalam hal-haltertentu.

Asas nebis in idem baru akan berlaku bilamana praktik di

Pengadilan telah memasuki tahapan pemeriksaan pokok perkara.

Sedangkanapabilamasihdalam prosespra-pradilandiputusuntuktidak

dilanjutkan,maka dalam halperkara tersebutmasih dapatdiajukan

kembali.Suatudelikaduantelahdiajukandiputusbebasmakaapabila

kemudiandituntutkembalidenganpasalyangberbedajugatidaktercakup

dalam asasnebisinidem.

Apabila sudahadakeputusanhakim yangsemacam itu,orang
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tidakdapatdituntutuntukkeduakalinyaterhadapperistiwaitujuga,tetapi

initidakberartibahwavonisitutidakdapatdiperbaikilagi.Berdasarkan

uraiantersebut,dikajidanditelitilebihlanjutdenganmengangkatjudul

“AnalisisYuridisPutusanBebasAkibatPenerapanAsasNebisInIdem

dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban

MeninggalDunia (StudiPutusan Pengadilan NegeriMedan Nomor

3305/Pid.B/2020/PNMdn)”.

B.RumusanMasalah

Rumusanmasalahpadapenelitianiniadalah:

1.Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkankorbanmeninggaldunia?

2.Bagaimanaanalisishukum terhadapdasarpertimbanganhakim dalam

menjatuhkanputusanbebasdalam perkaraNomor:3305/Pid.B/2020/

PNMdn?

3.Bagaimanaupayahukum yangdilakukanolehJaksaPenuntutUmum

dalam halterdakwadiputusbebas?

C. TujuandanManfaatPenelitian

Adapuntujuanpenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1. Untukmengetahuidanmenganalisispengaturanhukum tindakpidana

penganiayaanyangmengakibatkankorbanmeninggaldunia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam

perkaraNomor:3305/Pid.B/2020/PNMdn.
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3. Untukmengetahuidanmenganalisisupayahukum yang dilakukan

olehJaksaPenuntutUmum dalam halterdakwadiputusbebas.

Kegunaan/manfaatpenelitiandalam penulisantesisiniadalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu

pengetahuanterutamadibidanghukum pidana,yangnantinyadapat

dijadikan sebagaisumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi

pengembangan ilmu hukum khususnya mengenaiputusan bebas

akibat penerapan asas nebis in idem dalam tindak pidana

penganiayaanyangmengakibatkankorbanmeninggaldunia.

2. Secarapraktis,penelitianinidapatbermanfaatbagiparapihakbaik

bagikepentingannegara,bangsa,masyarakatyangmembutuhkannya

secara umum terutama bagimahasiswa Fakultas Hukum untuk

dijadikannyasebagaiacuandalam melihatperkembanganyangterjadi

dilapanganyangberkenaandenganputusanbebasakibatpenerapan

asas nebis in idem dalam tindak pidana penganiayaan yang

mengakibatkankorbanmeninggaldunia.

D. KerangkaTeoridanKonseptual

1. KerangkaTeori.

Kerangkateorimerupakanlandasanberpikiryangdigunakanuntuk

mencaripemecahan suatu masalah.Setiap penelitian membutuhkan

kejelasantitiktolakataulandasanuntukmemecahkandanmambahas

masalahnya.Untukituperludisusunkerangkateoriyangmemuatpokok-

pokok pikiran yang menggambarkan darimana masalah tersebut
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diamati.10

Teoriberguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa

gejala spesifikatau prosestertentu terjadidan satu teoriharusdiuji

dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapatmenunjukkan

ketidakbenarannya.Menurut Soerjono Soekanto,bahwa “kontinuitas

perkembanganilmuhukum,selainbergantungpadametodologi,aktivitas

penelitiandanimajinasisosialsangatditentukanolehteori.11

Teorihukum yangdigunakandalam penelitianiniadalahsebagai

berikut:

a.TeoriNegaraHukum

Indonesiaadalahnegarayangberdasarkanatashukum menurut

Pasal1 ayat (3) UUD NRI 1945.Pasalinimenghendakibahwa

penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum

untukmembatasikekuasaanpemerintahdaniniartinyakekuasaannegara

melaluiaparatnyadibatasiolehhukum (rechtsstaat),bukandidasarkan

ataskekuasaan(machtsstaat).

Suatu negara dapatdikatakan sebagainegara hukum apabila

memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl

mengemukakanciri-cirisuatunegarahukum sebagaiberikut:

1)Adanyapengakuanatashak-hakdasarmanusia.

2)Adanyapembagiankekuasaan.

3)Pemerintahanberdasarkanperaturan

10 HadariNawawi,MetodePenelitian Bidang Sosial,UniversitasGajah Mada
Press,Yogyakarta,2013,h.39-40.

11SoerjonoSoekanto,PengantarPenelitianHukum,UIPress,Jakarta,2016,h.6.
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4)AdanyaPeradilanTataUsahaNegara.12

Negara hukum merupakan konsep yang berawaldariistilah

nomokrasiyang berkembang daripemikiran barat.Istilah nomokrasi

tersebutberasaldarikatanomosyangartinyanorma,dancratosyang

artinyakekuasaan.Negarahukum merupakansuatukonseppemerintahan

negara yang didasarkan atas hukum.Berikutpandangan Aristoteles

mengenainegarahukum bahwayangdimaksuddengannegarahukum

adalahnegarayangberdiridiatashukum yangmenjaminkeadilankepada

warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya

kebahagiaanhidupuntukwarganegaranya,dansebagaidasardaripada

keadilanituperludiajarkanrasasusilakepadasetiapmanusiaagaria

menjadiwarganegarayangbaik.Demikianpulaperaturanhukum yang

sebenarnyahanyaadajikaperaturanhukum itumencerminkankeadilan

bagipergaulanhidupantarwarganegaranya.

Konstitusinegara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum

(rechtsstaat),bukan negara kekuasaan (machtsstaat).Didalamnya

terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi

hukum dan konstitusi,dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan

kekuasaan menurutsistem konstitusionalyang diaturdalam Undang-

UndangDasar,adanyajaminan-jaminanhakasasimanusiadalam Undang-

UndangDasar,adanyaprinsipperadilanyangbebasdantidakmemihak

yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum,serta

12 OemarSenoAdji,PrasaranaDalam IndonesiaNegaraHukum,Simposium UI
Jakarta,2016,h.24.
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menjaminkeadilanbagisetiaporangtermasukterhadappenyalahgunaan

wewenangolehpihakyangberkuasa.

Dengandemikian,dalam paham negarahukum,hukumlahyang

memegang kekuasaan tertinggidalam penyelenggaraan negara.Oleh

karenaitu,badanataupejabatnegaradalam melakukansuatutindakan,

harusberdasarkanperaturanperundang-undangan.

b.TeoriPenegakanHukum

Hukum harusditegakkankarenahukum mempunyaitujuanuntuk

mengaturmasyarakatagarteratur,damaidanadildenganmengadakan

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungisehingga tiap-tiap

anggotamasyarakatmemperolehsebanyakmungkinapayngmenjadi

haknya.Penegakanhukum merupakansuatuprosesuntukmewujudkan

keinginan-keinginandalam hukum agarmenjadikewajibandanditaatioleh

masyarakat.13

Artipenegakanhukum secarakonseptualterletakpadakegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilaiyang dijabarkan didalam kaedah-

kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindaksebagai

rangkaianpenjabarannilaiakhirdanuntukmenciptakan,memeliharadan

mempertahankan pergaulan hidup14.Penegakan hukum tidak bisa

terlepasdarihakasasimanusia,namundenganadanyaalat-alatpaksa

khusus(bijzonderdwangmiddelen)yangdimaksudalatpaksadisinibukan

merupakanpemaksaanfisikmelainkanalatpemaksayangsahdiaturoleh

13Waluyadi.Hukum Pembuktiandalam PerkaraPidana,MandarMaju,Bandung,
2014,h.55

14SoerjonoSoekanto,Faktor-FaktorYangMempengaruhiPenegakanHukum,Raja
GrafindoPersada,Jakarta,2014,h.5
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ketentuan perundang-undangan sepertipenangkapan,penahanan dan

penyitaan.15

Hukum telahdikonsepkedalam beberapamakna,sehinggatidak

adakonsepyangtunggalmengenaiapayangdisebut “hukum”.Dalam

sejarahperkembanganhukum tercatatsekurang-kurangnyaada3(tiga)

konsephukum yangpernahditemukanorangyaitu:

1)Hukum sebagaiasasmoralitasatauasaskeadilanyangbernilai
universaldanmenjadibagianinherensistem hukum alam;

2)Hukum sebagaikaidah-kaidahpositifyangberlakupadasuatu
waktutertentudantempattertentudanterkaitsebagaiproduk
eksplisitsuatusumberkekuasaan;

3)Hukum sebagaiinstitusisosialyangriildanfungsionaldidalam
proses-prosespengarahandanpembentukanpola-polaperilaku
yangbaru.16

Penegakanhukum yangdalam istilahasingnyalaw enforcement,

merupakanujungtombakagarterciptanyatatananhukum yangbaik,guna

melindungikepentinganumum ataunegara,kepentinganmasyarakatdan

kepentinganpribadi17.Kepentingantersebutterlindungiapabilasupremasi

hukum benar-benarberjalandenganbaik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkaliditemukan

dalam prosespenegakanhukum,dimanaAtmasasmitadanLiliRasjidi

mengatakanbahwaketimpangan-ketimpangandalam prosespenegakan

hukum diindonesiaadalahkarenaadanyakesenjanganantaraproses

pembentukanhukum (lawmakingprocess),prosessosialisasihukum (law

illuminationprocess)danprosespenegakanhukum (law enforcement

15Ibid,h.7
16CSTKansil,Op.Cit,h.12
17LiliRasjidi,Hukum SebagaiSuatuSistem,MandarMaju,Bandung,2013,h.123
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process)18.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana

Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginanhukum menjadi kenyataan.Keinginan-keinginanhukum disini

adalahpikiran-pikiranbadanpembuatundang-undangyangdirumuskan

dalam peraturan perundang-undangan hukum itu,dan iniakan turut

menentukanbagaimanapenegakanhukum itudijalankan.19

Satjipto dan Liliana mengemukakan,bahwa penegakan hukum

dapatbersifatpreventif,represifdankuratifsertadapatjugaditetapkan

padabidanghukum pidana,perdatadanadministrasi.Penegakanhukum

preventifadalahusahapencegahankejahatan,upayauntukmenjagaagar

orangataumasyarakattidakmelakukankejahatan.Penegakanhukum

represifadalahsegalatindakanyangdilakukanaparaturpenegakhukum

sesudahterjadikejahatan.Sedangkanpenegakanhukum kuratifadalah

penegakan hukum preventifdalam artiseluas-luasnya dalam usaha

penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan

terhadaporangyangmelakukankejahatan.Kesemuasistem penegakan

hukum tersebutmasing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat

perlengkapan negara atau aparaturpenegakhukum yang mempunyai

aturannyamasing-masing.20

MengenaihaldiatasMochtarKusumaatmajamenyatakanbahwa

hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan,sedangkan kekuasaan

18Ibid
19 LilianaTedjosaputro,EtikaProfesiNotarisDalam PenegakanHukum Pidana,

BigrafPublishing,Yogyakarta,2015,h.55
20Ibid,h.77
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tanpahukum adalahkelaliman.Sehinggauntuktegaknyahukum perlu

kekuasaanyangmendukungnya,jugasebaliknyakekuasaanharusdibatasi

kewenangannyaolehaturan-aturanhukum.21

Masalahpokokdaripenegakanhukum sebenarnyaterletakpada

faktor-faktoryang mempengaruhinya,dimana kelima faktortersebut

saling berkaitan.Oleh karenanya merupakan esensidaripenegakan

hukum,sertamerupakantolokukurdariefektivitasnyapenegakanhukum,

yaitu:

1)Faktorhukumnyasendiri,yangdalam haliniundang-undang
besertaperaturanpelaksanaannya

2)Faktorpenegak hukum,yaitu pihak-pihak yang menerapkan
hukum

3)Faktorsaranaataufasilitasyangmendukungpenegakanhukum
4)Faktormasyarakat,yaknimasyarakatdimana hukum itu

diterapkan
5)Faktorkebudayaan,yaknihasilcipta,rasa dan karsa dari

manusiadalam kehidupannya.22

c.TeoriTentangPutusan

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah

seseorang bersalah atau tidak,peradilan pidana dilakukan dengan

prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang

mencakupsemuabatas-bataskonstitusionaldanberakhirpadaproses

pemeriksaandipengadilan.TujuanlembagaperadilandiIndonesiaadalah

untukmenegakkanhukum demikeadilansebagaimanayangdikemukakan

olehOliverWendellHolmes,baik bagiindividumaupunbagimasyarakat,

bangsadanNegarabahkankeadilanyangdimaksudadalahkeadilandemi

21Mochtar Kusumaatmaja,Konsep Hukum Dalam Pembangunan,Alumni,
Bandung,2002,h.5

22SoerjonoSoekanto,Op.Cit,h.3
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Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan

bermasyarakatyang aman,tenang,tentram,tertib dan damai.Halini

tercermindarisetiapkeputusanhakim diIndonesia,yangdiawalidengan

ungkapansangatreligious,yakniDemiKeadilanBerdasarkanKetuhanan

YangMahaEsa.23

Menurutsistem yangdianutdiIndonesia,pemeriksaandisidang

pengadilanyangdipimpinolehhakim,hakim ituharusbersifataktif,hakim

harusbertanyadanmemberikesempatankepadapihakterdakwayang

diwakiliolehpenasehathukumnyauntukbertanyakepadasaksi-saksi,

begitu pula kepada penuntut umum. Semua ini dengan maksud

menemukankebenaranmateril.Hakimlahyangbertanggungjawabatas

segalayangdiputuskannya.

Menjaminhaltersebutmakahakim diberikekuasaanyangbebas

dan mandiriagarputusan-putusannya tidak mudah diintevensioleh

kekuatandiluarpengadilansepertipenguasadankekuatanlainnyadalam

masyarakatsepertikekuatanpolitikdanekonomi.Halinidijaminoleh

Undang-UndangDasar(UUD)1945danperaturanperundang-undangan

yangberlakupositifdiIndonesia,antaralainUndang-undangNomor48

Tahun2009tentangKekuasaanKehakimanyangmerupakanperubahan

terhadap Undang-undang Nomor4 Tahun 2004 dan Undang-undang

tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2009

sebagaiperubahankeduaatasUndang-undangNomor14Tahun1985

23AntoniusSudirman,HatiNuraniHakim DanPutusannya:SuatuPendekatanDari
PerspektifIlmuHukum Perilaku(BehavioralJurisprudensi)KasusHakim BismarSiregar,
(CitraAdityaBakti,Bandung,2017,h.1.
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HarryCBredemeirememandangbahwatugaspengadilanadalah

untukmembuatsuatuputusanyangakanmencegahkonflikdanuntuk

mewujudkan tugas tersebut,pengadilan membutuhkan tiga masukan

(input)yaitu:

1)Pengadilan membutuhkan analisis tentang hubungan sebab
akibat,antara hal-halyang diputus dengan kemungkinan-
kemungkinanyangakandideritadariakibatputusantersebut.

2)Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang
saling bertentangandanmengantisipasiefek-efekdarisuatu
putusan.

3)Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk
menggunakanpengadilanuntukmenyelesaikankonflik.24

Seorang mantan Hakim Agung Amerika SerikatBenjamin N.

Cardozo,mengakuibahwaputusanhakim itulahirbukanberdasarkan

fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan

peraturanperundang-undangansajatetapikombinasiantarafakta-fakta

yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangantersebutdenganperilakuataumoralitasdarihakim

itusendiri.OlehkarenaitulahCardozomenyatakanbahwahukum buatan

hakim alias putusan hakim sebagaisalah satu darirealitas-realitas

kehidupanyangada.Jadi,hukum ialahperilakudandalam haliniialah

perilakuhakim tertentuyangbelum tentupersissamadenganperilaku

hukum hakim lain,meskipun menghadapikasus yang sejenis dan

menggunakanketentuanhukum yangsama.25

BambangSutiyosodanSriHastutiPuspitasarisebagaimanadikutip

oleh Achmad Alimenegaskan bahwa ada dua faktorutama yang

24Ibid,h.15
25 AchmadAli,MenguakRealitasHukum:RampaiKolom DanArtikelPilihan

Dalam BidangHukum,Kencana,Jakarta,2018,h.140



28

mempengaruhiputusanhakim,yakni:

1)Faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi

kemandirianhakim dalam menjalankantugasdanwewenangnyayang

datangnyadaridalam dirihakim itusendiriyaituyangberkaitandengan

SumberDaya Manusia (SDM),mulaidarirekrutmen/seleksiuntuk

diangkatmenjadihakim,pendidikanhakim dankesejahteraanhakim.

2)Faktoreksternalyaknisegalasesuatuyangmempengaruhiputusan

hakim yangberasaldariluardirihakim,antaralain:

a)Peraturanperundang-undangan.

b)Adanyaintervensiterhadapprosesperadilan.

c)Hubunganhakim denganpenegakhukum lain.

d)Adanyaberbagaitekanan.

e)Faktorkesadaranhukum,

f) Faktorsistem pemerintahan.26

Faktorinternalsebagaimanayangdisebutkanterdiridaribeberapa

faktoryaitu:

1)Faktorsubjektifyaknicarapandangatausikapseoranghakim
dalam memandangsuatuperkarapidana,yangterdiridari:
a)Sikapperilakuyangapriori.Adanyasikapseoranghakim yang

sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang
diperiksa dan diadiliadalah orang yang memang telah
bersalahsehinggaharusdipidana.

b)Putusan pengadilan akan dipengaruhiperangaiseorang
hakim.Hakim yangmempunyaiperangaimudahtersinggung
akan berbedadengan perangaiseorang hakim yang tidak
mudah tersinggung.Demikian pula dengan putusan dari
seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan
berbedadenganputusanhakim yangsabar.

c)Sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah
“kecongkakan kekuasaan”.Disinihakim merasa dirinya

26Ibid.,h.141.
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berkuasadanpintar,melebihioranglain(jaksa,pembelaapa
lagiterdakwa).

d)Amatberpengaruh adalah moralseorang hakim karena
bagaimanapun juga pribadiseorang hakim diliputioleh
tingkahlakuyangdidasariolehmoralpribadihakim tersebut
terutama pada saatmemeriksa serta memutuskan suatu
perkara2.Sikapperilakuemosional.3.Sikapsombongatau
congkakataskekuasaannya(ArrogancePower).4.Moral.

2)FaktorObjektifyaitufaktoryangberasaldaridalam dirihakim
yangdipengaruhioleh:
a)Latarbelakang budaya.Kebudayaan,agama,pendidikan

seorang hakim tentu ikutmempengaruhisuatu putusan
hakim. Meskipun latar balakang hidup budaya bukan
merupakanfaktoryangmenentukan,tetapifaktorinisetidak-
tidaknyaikutmempengaruhihakim dalam mengambilsuatu
keputusan.

b)Profesionalisme.Kecerdasansertaprofesionalismeseorang
hakim ikutmempengaruhikeputusannya.Perbedaansuatu
putusanpengadilanseringdipengaruhiolehprofesionalisme
hakim tersebut.27

Syaratutamabagikeputusanhakim ituadalahbahwakeputusanitu

haruslahberalasansehinggadapatdipertanggugngjawabkan,bukansaja

terhadap yang berkepentingan langsung,yaitu penuntutumum dan si

terdakwa tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan

keputusannyaituhakim harusmenunjukkanbahwaiatidakmengambil

keputusandengansewenang-wenang,bahwaperadilanyangditugaskan

kepadanyasebagaianggotadarikekuasaankehakiman,selaludijunjung

tinggidandipeliharasebaik-baiknya,sehinggakepercayaanumum akan

penyelenggaraanperadilanyanglayaktidakakansia-siabelaka,andaikata

hakim tidakmenemukanhukum tertulis,hakim wajibmenggalihukum

tidaktertulisuntukmemutuskanberdasarkanhukum.28

27 PontangMoerad,PembentukanHukum MelaluiPutusanPengadilanDalam
PerkaraPidana,Alumni,Bandung,2015,h.117.

28Ibid,h.118.
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LilikMulyadimenyebutkanbahwapadahakikatnyaputusanhakim

merupakan:29

1)Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang

terbukauntukumum.

Padakonteksini,putusanyangdiucapkanhakim karenajabatannya,

artinyahakim diberikewenanganolehperaturanperundang-undangan

untukmengadiliperkara(BabIPasal1angka8KUHAP).Putusan

hakim itu kemudian haruslah diucapkan dalam persidangan yang

terbukauntukumum (Pasal195KUHAP,Pasal13Undang-undang

Nomor48Tahun2009tentangKekuasaanKehakiman).

2)Putusan dijatuhkan setelah melaluiproses atau tahapan-tahapan

persidangandanprosesadministrasimenuruthukum acarapidana

padaumumnya.

Hanya putusan hakim yang melaluiproses atau tahapan-tahapan

dalam persidangandanprosesadministrasimenuruthukum acara

pidanapadaumumnyasajayangmempunyaikekuatanmengikatdan

sah.Pengertianprosesatautahapanpersidangandisini,adalahproses

hakim dalam menanganiperkara pidana,mulaitahap menyatakan

sidang dibuka dan terbuka untuk umum,pemeriksaan identitas

terdakwa, pembacaan dakwaan, keberatan/eksepsi, putusan

sela/tussen vonis,pemeriksan saksi-saksidan terdakwa kemudian

pemeriksaan dinyatakan selesai lalu tuntutan pidana,

29 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan
Permasalahannya,Alumni,Bandung,2017,h.203
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pembelaan/pledoi,replik,duplik,re-replik,re-duplik,musyawarahhakim

dan pembacaan putusan.Sedangkan untuk proses administrasi

dimulai dari tahap proses administrasi pelimpahan perkara,

pengagendaandanpemberiannomorperkara,didaftarkansuratkuasa

khususdikepaniteraanapabilaterdakwadidampingiolehpenasehat

hukum/advokatdansampaipenetapanmejelishakim/hakim tunggal

yangakanmenyidangkanperkaraitu.

3)Berisikanamarpemidanaanataubebasataupelepasandarisegala

tuntutanhukum.

Padahakikatnya,putusanhakim dalam perkarapidanaamarnyahanya

mempunyaitiga sifatyaitu pemidanaan apabila hakim/pengadilan

berpendapatbahwaterdakwasecarasahdanmeyakinkanmenurut

hukum terbuktibersalahmelakukantindakpidanayangdidakwakan

(Pasal193ayat(1)KUHAP)kemudianputusanbebasapabilahakim

berpendapatbahwadarihasilpemeriksaandisidang,terdakwatidak

terbuktisecarasahdanmeyakinkanmenuruthukum atasperbuatan

yangdidakwakan(Pasal191ayat(1)KUHAP)danputusanpelepasan

darisegalatuntutanhukum jikahakim berpendapatbahwaperbuatan

yangdidakwakankepadaterdakwaterbukti,tetapiperbuatanitutidak

merupakansuatutindakpidana(Pasal191ayat(2)KUHAP).

4)Putusandibuatdalam bentuktertulis

Putusan hakim haruslah dibuatdalam bentuktertulis.Persyaratan

bentuktertulisinisecaratersirattercermindariketentuanPasal200
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KUHAPyangmenyatakanbahwasuratkeputusanditandatanganioleh

hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.Jadi

tentulahjelasapabiladilakukanpenandatangananharusdibuatdalam

bentuktertulis.Selainitu,jugamelaluibentuktertulisdimaksudkan

agarputusantersebutdapatdiserahkankepadayangberkepentingan,

dikirim kepada Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung Republik

Indonesiaapabilayangbersangkutanmelakukanupayahukum banding

atau kasasi,bahkan publikasidan sebagaiarsip yang dilampirkan

dalam berkasperkara.BerdasarkanSuratEdaranMahkamahAgung

RepublikIndonesiaNomor.5/1959Tanggal20april1959danNomor:

I/1962Tanggal7Maret1962ditegaskanbahwapadawaktukeputusan

diucapkan/dibacakandisidangpengadilanmakaputusanharussudah

siap,yangsegerasetelahdiucapkanakandiserahkankepadapanitera

untukdiselesaikanlebihlanjut.

5)Putusanhakim tersebutbartujuanuntukmenyelesaikanperkara.

Dengandiucapkannyaataudibacakannyaputusanhakim disidang

pengadilanmakasecaraformalperkaratersebutditingkatPengadilan

Negeritelahselesai.Olehkarenaitu,statusdanlangkahterdakwapun

menjadijelas apakah menerima putusan,menolak putusan untuk

melakukanupayahukum banding/kasasiataumelakukangrasi.Oleh

karenaitu,diharapkanputusanhakim mencerminkannilai-nilaikeadilan

dan kebenaran agardapatdipertanggungjawabkan kepada pencari

keadilan,ilmuhukum itusendiri,hatinuranihakim danmasyarakat
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padaumumnyasertaDemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

MahaEsa.30

2.KerangkaKonseptual.

Konsepdiartikansebagaikatayangmenyatukanabstraksiyang

digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi

operasional.SoejonoSoekantoberpendapatbahwakerangkakonsepsi

padahakekatnyamerupakansuatupengarah,ataupedomanyanglebih

konkritdarikerangkateoritisyangseringkalibersifatabstrak,sehingga

diperlukandefenisi-defenisioperasionalyangmenjadipegangankonkrit

dalam prosespenelitian.31

Kerangka konsepsionaldalam merumuskan atau membentuk

pengertian-pengertian hukum,kegunaannya tidakhanya terbataspada

penyusunan kerangka konsepsional saja,akan tetapi pada usaha

merumuskan defenisi-defenisioperasionaldiluarperaturan perundang-

undangan.Dengandemikian,konsepmerupakanunsurpokokdarisuatu

penelitian.32

Bertolakdarikerangkateorisebagaimanatersebutdiatas,berikut

inidisusun kerangka konsep yang dapatdijadikan sebagaidefenisi

operasional,yaituantaralainsebagaiberikut:

a.Analisisyuridisadalahkegiatanmerangkum sejumlahdatabesaryang

masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan

30Ibid.,h.118.
31SoejonoSoekanto,Op.Cit,h.133
32 Koentjaraningrat,MetodePenelitianMasyarakat,GremediaPustakaUtama,

Jakarta2014,h.24
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komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk

kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab

permasalah.Tinjauanmerupakanusahauntukmenggambarkanpola-

pola secara konsisten dalam data sehingga hasilanalisis dapat

dipelajaridanditerjemahkandanmemilikiarti.33 Sedangkanyuridis

adalahhalyangdiakuiolehhukum,didasarkanolehhukum danhal

yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap

pelanggarannya,34 yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap

hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya,baik yang

berupa peraturan-peraturan,kebiasaan,etika bahkan moralyang

menjadidasarpenilaiannya.

b.Putusan bebas (vrijspraak) adalah putusan yang dijatuhkan jika

pengadilan berpendapatbahwa darihasilpemeriksaan disidang,

kesalahanterdakwaatasperbuatanyangdidakwakankepadanyatidak

terbuktisecarasahdanmeyakinkanmakaterdakwadiputusbebas

(Pasal191ayat(1)KUHAP).

c.Akibatmerupakansumberlahirnyahakdankewajibanbagisubyek-

subyekhukum yangbersangkutan.35

d. AsasNebisInIdem adalahseseorangtidakdapatdituntutlantaran

perbuatan(peristiwa)yangbaginyatelahdiputuskanolehhakim.36

33 WJS.Poerwadarminta,KamusUmum BahasaIndonesia,PN.BalaiPustaka,
Jakarta,2017,h.10.

34Sudarsono,KamusHukum,RinekaCipta,Jakarta,2015,h.92.
35Sudarsono,KamusHukum,RinekaCipta,Jakarta,2015,h.8.
36 AndiSofyandanNurAzisa,Hukum PidanaPustakaPenaPress,Makassar,
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e. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum,

laranganmanadisertaiancaman(sanksi)yangberupapidanatertentu,

bagibarangsiapamelanggarlarangantersebut.Dapatjugadikatakan

bahwaperbuatanpidanaadalahperbuatanyangolehsuatuaturan

hukum dilarangdandiancam pidana,asalsajadalam padaitudiingat

bahwalaranganditujukankepadaperbuatanyaitusuatukeadaanatau

kejadianyangditimbulkanolehkelakuanorang,sedangkanancaman

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian

itu.37

f. Penganiayaanadalahsetiapperbuatanyangdilakukandengansengaja

untukmenimbulkanrasasakitataulukapadaoranglain.38

g.Korbanadalahyangmenderitajasmanidanrohaniyangdi

akibtkandaritindakanoranglainyangmencarikepentingandirisendiri

danyangberkepentinganhakasasiyangdirugikan.39

h.Meninggalduniaadalahberakhirnyafungsibiologistertentu,seperti

pernafasandantekanandarahsertakakunyatubuh,hal-haltersebut

dianggapcukupjelassebagaitanda-tandakematian.40

E.Asumsi

Asumsiadalahanggapanyangbelum terbuktikebenarannyadan

2016,h.224
37Moelyatno.Asas-AsasHukum Pidana,RinekaCipta,Jakarta,2018,h.59.
38Ibid.,h.101.
39AriefGosita,MasalahKorbanKejahatan,AkademikaPresindo,Jakarta,2013,h.

63
40 IdriesAM, PenerapanIlmuKedokteranForensikDalam ProsesPenyidikan

SagungSeto,Jakarta,2018,h.11.
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memerlukanpembuktiansecaralangsung.Asumsiyangdigunakandalam

penelitianiniadalahsebagaiberikut:

1.Pengaturanhukum tindakpidanapenganiayaanyangmengakibatkan

korbanmeninggaldunia diaturdalam Pasal170ayat(2)ke-3KUHP,

yang unsur-unsurnya adalah sebagaiberikutbarang siapa,dengan

terang-terangan, dengan tenaga bersama melakukan kekerasan

terhadaporangataubarangyangmenyebabkanmati.

2.Upayahukum yangdilakukanolehJaksaPenuntutUmum dalam hal

terdakwadiputusbebasdanputusanlepasdarisegalatuntutanhukum

tidakbisadilakukanupayahukum bandingdanpeninjauankembali.

3.Analisis hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkanputusanbebasdalam perkaraNomor:3305/Pid.B/2020/

PN Mdnadalahperkarayangdidakwakanpadadakwaanalternatif

Kesatu terbuktine bis in idem.Berdasarkan uraian pertimbangan

tersebutdiatas,MajelisHakim memperolehkesimpulanbahwawaktu

dantempatterjadinyatindakpidanasertakronologismaupunpihak-

pihak yang terlibatdalam perkara yang didakwakan kepada Para

Terdakwadalam perkaraaquo,adalahsamadenganPerkaraNomor

3657/Pid.B/2019/PN Mdnmenyatakanbahwaperkaraparaterdakwa

adalahnebisinidem.

F.KeaslianPenelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penelitidi

perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa
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penelitiantentang“AnalisisYuridisPutusanBebasAkibatPenerapanAsas

NebisInIdem dalam TindakPidanaPenganiayaanYangMengakibatkan

KorbanMeninggalDunia(StudiPutusanPengadilanNegeriMedanNomor

3305/Pid.B/2020/PN Mdn)”belum pernahdilakukandalam pendekatan

dan perumusan masalah yang sama,walaupun ada beberapa topik

penelitian tentang putusan bebas dalam tindak pidana penganiayaan

tetapijelasberbedayaitu:

1.NiNengah Adiyaryani,mahasiswa Program Pascasarjana Magister

IlmuHukum FakultasHukum UniversitasDiponegoroSemarangTahun

2017 denganjudultesis:“UpayaHukum KasasiOlehJaksaPenuntut

Umum TerhadapPutusanBebas(Vrijspraak)Dalam Sistem Peradilan

PidanaIndonesia”.Rumusanmasalahdalam tesisiniadalah:

a.Apa yang menjadiide dasarsehingga tidak diperkenankannya

JaksaPenuntutUmum mengajukanupayahukum kasasiterhadap

putusanbebas(vrijspraak)diIndonesia?

b.BagaimanakebijakanaplikasikasasiolehJaksaPenuntutUmum

terhadapputusanbebas(vrijspraak)diIndonesia?

c.Bagaimana upaya hukum kasasioleh Jaksa PenuntutUmum

terhadap putusan bebas direformulasikan dalam Kitab Undang-

UndangHukum AcaraPidana(KUHAP)yangakandatang?

2.Suriani,mahasiswa Program Pascasarjana MagisterIlmu Hukum

FakultasHukum UniversitasSumateraUtaraTahun2019denganjudul

tesis:“AnalisisYuridisTerhadapPutusanBebasDalam PerkaraNo.
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3212/Pid.B/2007/PN.Mdn“.Rumusanmasalahdalam tesisiniadalah:

a.Bagaimanaanalisishukum terhadap dasarpertimbanganhakim

dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara Nomor:

3212/Pid.B/2007/PN.Mdn?

b.Upayahukum apayangdilakukanolehjaksapenuntutumum dalam

halterdakwadiputusbebas?

c.Apayangmenjadihak-hakbagiterdakwayangdiputusbebas?

3. HerlanAdiWinata,MahasiswaProgram PascasarjanaMagisterIlmu

Hukum FakultasHukum UniversitasMuhammadiyahSurakartaTahun

2018 denganjudultesis:“PutusanBebasDanPutusanLepasDari

SegalaTuntutanHukum Dalam PerkaraPidana”.Rumusanmasalah

dalam tesisiniadalah:

a.Bagaimana dasar hukum yang membuat hakim memberikan

putusan

b.ApayangmenjadiPertimbanganHakim MemutusBebas?

Berdasarkan penulisan hukum tersebutdiatas,penelitian yang

dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansidan pokok

bahasannyaadalahberbedadenganpenelitianyangtelahdilakukandi

atas.Dengan demikian tesis iniberbeda dengan penulisan-penulisan

hukum yangdikemukakandiatas.

G.MetodePenelitian

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan,

mengembangkan dan mengujikebenaran suatu pengetahuan dimana
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usahatersebutdilakukandenganmenggunakanmetodeilmiah”.41Metode

penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti

gunakan untuk memperoleh data atau informasi.“Metode penelitian

berfungsisebagaipedomandanlandasantatacaradalam melakukan

oprasionalpenelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti

lakukan”.42

1.JenisdanSifatPenelitian.

Jenispenelitian hukum yang digunakan adalah yuridisnormatif

yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek

penelitian,baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan,

normahukum yangbersumberdarisuatuundang-undang”43.Disebutjuga

penelitianhukum doktrinalyaitu“penelitianhukum yangmenggunakan

data sekunder.Penelitian hukum normatifdikenalsebagaipenelitian

hukum yangbersifatkualitatif”.44

Penelitian inibersifatdeskriptifanalisis yaitu “penelitian yang

menggambarkan,menelaah,menjelaskan serta menganalisa peraturan

perundang-undanganyangberkaitanpadatujuanpenelitianini”.45Tujuan

dalam penelitiandeskriptifadalah“untukmenggambarkansecaratepat

sifat-sifatindividu,keadaan,gejalaataukelompoktertentu,atauuntuk

menentukan frekuensiatau penyebaran suatu gejala atau frekuensi

41SutrisnoHadi,MetodologiRiset,AndiOffset,Yogyakarta,2009,h.3
42ZainuddinAli,MetodePenelitianHukum,SinarGrafika,Jakarta,2009,h.105
43SoerjonoSoekantodanSriMamudji,PenelitianHukum Normatif,SuatuTinjauan

Singkat,RajaGrafindoPersada,Jakarta,2013,h.70
44RonnyHanitijoSoemitro,MetodelogiPenelitianHukum,Gh.ia,Jakarta,2018,h.

10.
45Kontjaraningrat,Op.Cit,h.41.
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adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam

masyarakat”.46 Maksud utama analisisterhadap bahan hukum adalah

“mengetahuimaknayangdikandungolehistilah-istilahyangdigunakan

dalam aturanundang-undangsecarakonsepsional,sekaligusmengetahui

penerapannyadalam praktik”.47

2.MetodePendekatan.

Pendekatanyangdigunakandalam penelitianiniyaitu:

a.Pendekatan kasus (case approach),48 dilakukan dengan cara

melakukantelaahterhadapkasus-kasusyangberkaitandenganisu

yangdihadapiyangtelahmenjadiputusanpengadilanyaituputusan

PengadilanNegeriMedanNomor3305/Pid.B/2020/PNMdn.

b.Pendekatan konseptual(copceptualapproach),49 dilakukan dengan

mempelajaripandangan-pandangandandoktrin-doktrindidalam ilmu

hukum,yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan

pengertian-pengertianhukum,konsep-konsephukum,danasas-asas

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.Pemahaman akan

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

sandaranbagipenelitidalam membangunsuatuargumentasihukum

dalam memecahkanisuyangdihadapi.

3.AlatPengumpulanData

46Ibid,h.42.
47JohnnyIbrahim,TeoridanMetodologiPenelitianHukum Normatif,Bayumedia

Publishing,Malang,2018,h.310
48PeterMahmudMarzuki,PenelitianHukum,Kencana,Jakarta,2016,h.94
49Ibid,h.95
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Pengumpulandatamerupakansalahsatutahapandalam proses

penelitianyangsifatnyamutlakuntukdilakukankarenadatamerupakan

sumberyang akan diteliti.Pengumpulan data difokuskan pada pokok

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

penyimpangandankekaburandalam pembahasannya.Pengumpulandata

dalam penelitianinimempergunakandataprimerdandatasekunder.

Alatpengumpuldata digunakan metodepenelitian kepustakaan

(library research) berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-

undangandandokumentasilainnyasepertimajalah,internet,jurnalserta

sumber-sumberteoretislainnyayangberhubungandenganputusanbebas

akibatpenerapanasasnebisinidem dalam tindakpidanapenganiayaan

yangmengakibatkankorbanmeninggaldunia.

4.ProsedurPengambilandanPengumpulanData

Sumberdatadalam penelitianinididapatkanmelaluidatasekunder.

Datasekunderadalahdatayangdiperolehdaribahan-bahankepustakaan

sebagaisumberdatatersebutdibaca,ditelaahdandikutiphal-halyang

diperlukan sesuaikebutuhan penelitiannya.Data sekunderdiperoleh

melalui:

a.BahanHukum Primer:

Bahanhukum primerterdiridariasasdankaidahhukum.Perwujudan

asasdankaidahhukum iniberupa:

1)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945

amandemenke-IV.
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2)Undang-Undang RepublikIndonesia No.1 Tahun 1946 Tentang

KUHP

3)Undang-Undang RepublikIndonesia No.8 Tahun 1981 Tentang

KUHAP

4)PeraturanPemerintahNomor27Tahun1983TentangPelaksanaan

KitabUndang-UndangHukum AcaraPidana(KUHAP).

b.Bahan Hukum Sekunderterdiriatasbuku-buku hukum (textbook),

jurnal-jurnalhukum,karyatulishukum ataupandanganahlihukum

yangtermuatdalam mediamasa,kamusdanensiklopediahukum,

internetdenganmenyebutnamasitusnya..

c.Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan

penjelasanterhadapbahanhukum primerdanbahanhukum sekunder

seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain

sebagainya.50

5.AnalisisData

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan,memberikan kode dan mengategorikannya hingga

kemudianmengorganisasikandalam suatubentukpengelolaandatauntuk

menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkatmenjaditeori

substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka

menggunakanmetodekualitatifadalahpenelitianyangmengacupada

normahukum yangterdapatdalam peraturanperundang-undangandan

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang

50NomensenSinamo,MetodePenelitianHukum dalam TeoridanPraktek,Bumi
IntitamaSejahtera,Jakarta,2010,h.16.
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dalam masyarakat.51

Mengingatpenelitianinibersifatdeskriptifdananalisisdatayang

dipergunakan dalam penelitian iniadalah analisis kualitatif,maka

penarikankesimpulandenganmenggunakanmetodeinduktifyaitudata

yangdipergunakanuntukmenganalisadatayangterkumpuldenganjalan

menguraikanataumenginterprestasikanhal-halyangbersifatumum pada

kesimpulanyangbersifatkhusus.52

51ZainuddinAli,Op.Cit,h.105
52SyarifudinAnwar,MetodePenelitian,PustakaBelajar,Yogyakarta,2013,h.40
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BABII

PENGATURANHUKUM TINDAKPIDANAPENGANIAYAANYANG
MENGAKIBATKANKORBANMENINGGALDUNIA

A.TindakPidanaPenganiayaan

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik,

sedangkanpembuatundang-undangmerumuskansuatuundang-undang

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau

tindakanpidana.53

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu

pelanggarannorma(gangguanterhadaptatatertibhukum)yangdengan

sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

dimanapenjatuhanhukumanterhadappelakutersebutadalahperludemi

terpeliharanyatertibhukum.54LedenMarpaungmeyebutkanstrafbaarfeit

adalah suatu tindakan yang melanggarhukum yang telah dilakukan

dengansengajaataupuntidaksengajaolehseseorangyangtindakannya

tersebutdapatdipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah

dinyatakansebagaisuatutindakanyangdapatdihukum.55

AndiHamzahmerumuskantindakpidanaadalahsebagaisuatu

tindakanpada,tempat,waktu,dankeadaantertentuyangdilarang(atau

diharuskan)dandiancam denganpidanaolehundang-undang bersifat

melawanhukum,sertadengankesalahandilakukanolehseseorang(yang

53AmirIlyas,Asas-AsasHukum Pidana,RengkangEducation,Yogyakarta,2012,
h.20

54P.A.F.Lamintang,Op.Cit,h.182
55LedenMarpaung,Op.Cit,h.8
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bertanggungjawab).56 Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai

perbuatanpidanayangdiartikanperbuatanyangmelanggaryangdilarang

olehsuatuaturanhukum,laranganmanayangdisertaiancaman(sanksi)

yangberupapidanatertentubagisiapasajayangmelanggarlarangan

tersebut.57

TeguhPrasetyomengemukakanistilahyangpalingtepatialahdelik,

dikarenakanalasansebagaiberikut:

1.Bersifatuniversaldandikenaldimana-mana.

2.Perbuatanitudilarangdandiancam denganhukumanolehundang-

undang.

3.Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan.58

Kamushukum mengartikandeliksebagaisuatuperbuatanyang

melanggarhukum.59Dalam hukum pidanaBelandaselainmemakaiistilah

strafbaarfeitkadangjugamenggunakankatadelictyangberasaldari

bahasalaindelictum.Secaraumum olehpakarhukum pidanadisetujui

penggunaanstrafbaarfeit.

Hukum pidana mengenalbeberapa rumusan pengertian tindak

pidanaatauistilahtindakpidanasebagaipenggantiistilahStrafbaarFeit.

Sedangkandalam perundang-undangannegaraIndonesiaistilahtersebut

disebutkansebagaiperistiwapidana,perbuatanpidanaataudelik.

Seperti diketahui bahwa istilah het strafbare feit telah

56AndiHamzah,Op.Cit,h.96.
57Moeljatno,Op.Cit,h.16
58TeguhPrasetyo,Hukum Pidana,RajaGrafindo,Jakarta,2011,h.48
59AndiHamzah,KamusHukum,Gh.iaIndonesiaa,Jakarta,2016,h.144.
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diterjemahkandalam bahasaIndonesiayangartinyaantaralainsebagai

berikut:

1.Perbuatanyangdapat/bolehdihukum.

2.Peristiwapidana

3.Perbuatanpidana

4.Tindakpidana.60

Melihatapa yang dimaksud diatas,maka pembentukundang-

undangsudahkonsistendalam pemakaianistilahtindakpidana.Akan

tetapiparasarjanahukum pidanamempertahankanistilahyangdipilihnya

sendiri.Tentangapayangdiartikandenganstrafbaarfeit(tindakpidana)

parasarjanamemberikanpengertianyangberbeda-beda.

MenurutSimonsmerumuskanstrafbaarfeitadalahsuatuhandeling

(tindakanatauperbuatan)yangdiancam denganpidanaolehUndang-

Undang,bertentangandenganhukum (onrechtmatig)dilakukandengan

kesalahan schuld oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Kemudianbeliaumembaginyadalam duagolonganunsuryaitu:

1. Unsur-unsurobjektifyangberupatindakanyangdilarang/diharuskan.

2. Unsursubjektifyangberupakesalahandankemampuanbertanggung

jawab.61

Simon mendefinisikan strafbaar feit dengan suatu tindakan

melanggarhukum yangtelahdilakukandengansengajaataupuntidak

60 AdamiChazawi,PelajaranHukum PidanaBagianI,RajaGrafindoPersada,
Jakarta,2018,h.26

61M.Hamdan,TindakPidanaSuapdanMoneyPolitics,PustakaBangsaPress,
Medan,2010,h.8



47

sengaja oleh orang-orang yang dapatdipertanggung jawabkan atas

tindakannya.62 Utrechtmemandang rumusan yang dikemukakan oleh

Simonitumerupakanrumusanyanglengkap.Dengandemikiandapat

disimpulkanbahwaunsur-unsurstrafbaarfitmeliputi:

1.Suatuperbuatan

2.Perbuatanitudilarangdandiancam denganhukuman

3.Perbuatandilakukanolehorangyangdapatdipertanggungjawabkan.63

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang

digunakanpunsamayaitustrafbaarfeit.Namundalam menterjemahkan

istilah strafbaarfeitke dalam bahasa Indonesia terdapatperbedaan.

Sebagaimanayang dikutip olehAndiHamzah,Moeljatno danRoeslan

Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk

menterjemahkan strafbaar feit.Sedangkan Utrecht menyalin istilah

strafbaarfeitmenjadiperistiwapidana,dimanabeliaumenterjemahkan

secara harfiah menjadiperistiwa pidana.64 Meskipun terdapatbanyak

perbedaan pengistilahan,namun yang jelas semua bersumberpada

strafbaar feit. Mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin

sependapatbahwalebihbaikdigunakanistilahpadanannyasajayang

banyakdigunakanyaitudelik.65

VanHameldalam M.Hamdanmerumuskanstrafbaarfeit(tindak

pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya

62LedenMarpaung,Op.Cit,h.4.
63Ibid.,
64AndiHamzah,Op.Cit,h.4.
65Ibid.,h.65.
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ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat

dipidana’.66 PerumusanVanSimondalam M.Hamdan,bahwastrafbaar

feitadalahsuatukelakuan(gedraging)manusiayangdilarangdanoleh

Undang-Undangdiancam denganpidana.67

Moeljatno menyebutkan bahwa tindakpidana adalah perbuatan

yangolehaturanhukum pidanadilarangdandiancam denganpidana

barangsiapayangmelanggarlarangantersebut.SelanjutnyaMulyatno

menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-

perbuatanpidanainiadalahperbuatan-perbuatanyangmelawanhukum,

merugikanmasyarakatdalam artibertentangandenganataumenghambat

akanterlaksananyatatadalam pergaulanmasyarakatyangdianggapbaik

danadil.68

R.Tresnadalam M.Hamdanmenyebutkanbahwaperistiwapidana

adalahsuatuperbuatanrangkaianperbuatanmanusiayangbertentangan

dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya

terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.Ia juga

menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapatdisebutperistiwa

pidana,perbuatanituharusmemenuhibeberapasyaratyaitu:

a.Harusadasuatuperuatanmanusia.
b.Perbuatanituharussesuaidenganapayangdilukiskandalam

ketentuanumum.
c.Harus terbuktiadanya dosa pada orang yang berbuatyaitu

orangnyaharusdapatdipertanggungjawabkan.
d.Perbuatanituharusberlawanandenganhukum.
e.Terhadapperbuatan ituharustersediaancamanhukumandi

dalam Undang-Undang.69

66M.Hamdan,Op.Cit,h.8
67AdamiChazawi.Op.Cit,h.28.
68Moeljatno.Op.Cit,,h.54
69M.Hamdan,Op.Cit,h.9
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R.Soesilomenyebutkantindakpidanaadalahsesuatuperbuatan

yangdilarangataudiwajibkanolehundang-undangyangapabiladilakukan

atau diabaikan,maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu

diancam denganhukuman.70Tindakpidanaitujugaterdiridariduaunsur

yaitu:

1.Unsuryangbersifatobjektifyangmeliputi:
a.Perbuatanmanusiayaituperbuatanyangpositifatausuatu

perbuatanyangnegatifyangmenyebabkanpidana.
b.Akibatperbuatan manusia yaitu akibatyang terdiriatas

merusakkanataumembahayakankepentingan-kepentingan
hukum yangmenurutnormahukum ituperluadasupaya
dapatdihukum.

c.Keadaan-keadaansekitarperbuatanitu,keadaan-keadaanini
bisajaditerdapatpadawaktumelakukanperbuatan.

d.Sifatmelawanhukum dansifatdapatdipidanakanperbuatan
itu melawan hukum,jika bertentangan dengan undang-
undang.

2.Unsuryangbersifatsubjektifyaituunsuryangadadalam dirisi
pelakuitusendiriyaitukesalahandariorangyangmelanggar
aturan-aturan pidana,artinya pelanggaran itu harus dapat
dipertanggungjawabkankepadapelanggar.71

Perbuatan akan menjadisuatu tindakpidanaapabilaperbuatan

tersebutmemenuhiunsur-unsursebagaiberikut:

1.Melawanhukum

2.Merugikanmasyarakat

3.Dilarangolehaturanpidana

4.Pelakunyadiancam denganhukumanpidana.72

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadisuatu tindak pidana

adalahdilarangolehaturanpidanadanpelakunyadiancam denganpidana,

70R.Soesilo,Op.Cit,h.26
71Ibid.h.26
72M.Hamdan.Op.Cit.h.10
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sedangkanmelawanhukum danmerugikanmasyarakat menunjukkan

sifatperbuatantersebut.Suatuperbuatanyangbersifatmelawanhukum

danmerugikan masyarakatbelum tentuhalitumerupakansuatutindak

pidanasebelum dipastikanadanyalaranganatauaturanpidananya(Pasal

1KUHP)yangdiancamkanterhadappelakunya.Perbuatanyangbersifat

melawanhukum danyangmerugikanmasyarakatbanyaksekali,tetapi

barumasukdalam lapanganhukum pidanaapabilatelahadalarangan

olehperaturanpidanadanpelakunyadiancam denganhukuman.

Apakahsesuatuperbuatanitumerupakantindakpidanaatautidak,

haruslahdilihatpadaketentuan-ketentuanhukum pidanayangberlaku

(hukum pidanapositif).Didalam KUHPidanayangberlakusekarangini,

tindakpidanainidibagimenjadiduakelompokyaitukejahatanyangdiatur

dalam BukuKeduadanpelanggaranyangdiaturdalam BukuKetiga.Apa

kriteriayangdipergunakanuntukmengelompokkandariduabentuktindak

pidanaini,KUHPidanasendiritidakadamemberikanpenjelasansehingga

orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-

perbuatan atau tindak pidana yang berat,dan pelanggaran adalah

perbuatan-perbuatanatautindakpidanayangringan.Halinijugadidasari

bahwa padakejahatanumumnyasanksipidanayangdiancamkanadalah

lebihberatdaripadaancamanpidanayangadapadapelanggaran.

Menganiayaialahdengansengajamenyebabkansakitatauluka

padaoranglain.akantetapisuatuperbuatanyangmenyebabkansakit

ataulukapadaoranglain,tidakdapatdianggapsebagaipenganiayaan
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kalauperbuatanitudilakukanuntukmenambahkeselamatanbadan.73

Ilmupengetahuan(doctrine)mengartikanpenganiayaansebagaisetiap

perbuatanyangdilakukandengansengajauntukmenimbulkanrasasakit

ataulukapadaoranglain.74

Penganiayaanberbedadenganpembunuhanwalaupunkeduanya

merupakan tindak pidana yang menyerang tubuh seseorang namun

perbedaantetapharusdiperhatikankarenaperbedaaninilahyangakan

dijadikan dasaruntuk aparatpenegak hukum dalam mengkualifikasi

tindakantersebutdannantinyahakim akandapatmemberikanputusan

yang tepat.Pembunuhan secara terminologidapatdikatakan sebagai

suatuperbuatanyangmembunuhataumenghilangkannyawaoranglain

dengansengaja,unsurdengansengajainilahyangmenjadikunciutama

danpembedaantaratindakpidanapenganiayaandengantindakpidana

pembunuhan.

Mengakajiterkaittindakpidanapenganiayaandapatdirujukpada

Pasal170,Pasal351,Pasal352,Pasal353,Pasal354,Pasal355,Pasal

356,Pasal357,dan Pasal358.Pasal-pasaltersebutpada pokoknya

memuatterkaitketentuan-ketentuanpidanaterkaitpenganiayaandengan

diklasifikasikan terhadap tindakan-tindakan maupun konsekuensi-

konsekuensilainberdasarkantiap-tiapaturannya.

Terkaitpenganiayaanterdapatpengklasifikasianterkaitjenis-jenis

73 PAF.Lamintang,Dasar-DasarHukum PidanaIndonesia,CitraAdityaBakti,

Bandung,2014,h..381.
74Ibid,h..382.
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perbuatanyangdilakukan,jenis-jenistindakpidanapenganiayaanberbeda

berdasarkansetiapunsur-unsurmasing-masingketentuanhukum yang

mengaturterkaitpenganiayaan.Jenis-jenispenganiayaandalam KUHP

terdapatdalam BukuIIKUHPBabXXyangmengaturterkaittindakpidana

penganiayaanyangtelahdisebutkandiawalpenulisanyangterdirimulai

daripasal351KUHPsampaidenganPasal358KUHPyangpadapokoknya

dikualifikasimenjadi5(lima)jenispenganiayaan:

1.Penganiayaanbiasa

Tindakpidanainidiaturdalam ketentuanPasal351KUHP.Istilah

lainyangseringdigunakanuntukmenyebutjenistindakpidanatersebut

adalahtindakpenganiayaandalam bentukpokok.KetentuanPasal351

hanyamenyebutkualifikasinyasajatanpamenguraikanunsur-unsurnya.

Untukmemberikangambaranawaltentangperbuatanyangdirumuskan

dalam Pasal351KUHPdiatas,akandikutipkanketentuandalam pasal

tersebutyangrumusannyasebagaiberikut:

(1)Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama
lamanya2(dua)tahun8(delapan)bulanataudendasebanyak-
banyaknyaRp.4500,-(empatribulimaratusrupiah).

(2)Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat,sitersalah
dihukum selama-lamanya5(lima)tahun.

(3)Jikaperbuatanitumenjadikanmatiorangnya,diancam dengan
pidanapalinglama7(tujuh)tahun.

(4)Denganpenganiayaandisamakansengajamerusakkesehatan
orang.

(5)Percobaanmelakukankejahataninitidakdapatdihukum.

BerdasarkanrumusanketentuanPasal351KUHPdiatasterlihat,

bahwarumusantersebuttidakmemberikankejelasantentangperbuatan

sepertiapayangdimaksudkannya.KetentuanPasal351KUHP diatas
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hanyamerumuskankualifakasinyadanpidanayangdiancamkan.Tindak

pidana dalam Pasal351 KUHP dikualifikasisebagaipenganiayaan.

Sedangkan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin,

penganiayaandiartikansebagaiperbuatanyangdilakukandengansengaja

untukmenimbulkanrasasakitataulukapadatubuhoranglain.75

2.PenganiayaanRingan

Jenistindakpidanainidiaturdalam Pasal352KUHP.Berdeda

dengan jenis penganiayaan lain yang diberlakukan di Indonesia

berdasarkan asaskonkordansi,makapenganiayaan ringan merupakan

pengecualian dariasas konkordansi. Dibuatnya ketentuan tentang

penganiayaanringandantindakpidanaringanpadaumumnyadidalam

KUHP yang diberlakukan di Indonesia adalah atas dasar adanya

perbedaankewenanganmengadilidariPengadilanPolisi(Landgerecht)

danPengadilanNegeri(Landraad)yangsengajadibentukolehPemerintah

KolonialdiIndonesia.PengadilanPolisiberwenang mengadiliperkara-

perkara ringan sedangkan untuk Pengadilan Negeriuntuk mengadili

perkara-perkarayanglain.

Rumusantentangpenganiayaanringanyangtermuatdalam Pasal

352KUHPadalahsebagaiberikut:

(1)Kecualiyang tersebut dalam Pasal353 dan 356,maka
penganiayaanyangtidakmenimbulkanpenyakitatauhalangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian,
diancam sebagaipenganiayaanringan,denganpidanapenjara
palinglama3(tiga)bulanataupidanadenganpalingbanyak

75AdamiChazawi,KejahatanTerhadapTubuh&Nyawa,RajaGrafindoPersada,
Jakarta,2017,h..10
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Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Pidana dapat
ditambahsepertigabagiorangyangmelakukankejahatanitu
terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi
bawahannya

(2)Percobaanuntukmelakukankejahataninitidakdipidana.

BerdasarkanketentuanPasal352KUHPdiatastersimpul,bahwa

yang dimaksud penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak

termasukdalam:

a.Penganiayaanberencanasebagaimanadiaturdalam Pasal353KUHP.

b.Penganiayaan terhadap orang yang mempunyaikualifikasitertentu

sebagaimana diaturdalam Pasal356 KUHP,yaitu penganiayaan

terhadap:

1)Ibuataubapaknyayangsah,istriatauanaknya.

2)Pegawainegeriyang sedang dan atau karena menjalankan

tugasnyayangsah.

3)Nyawaataukesehatan,yaitumemasukkanbahanberbahayabagi

nyawaataukesehatanuntukdimakanataudiminum.

c.Penganiayaanyangtidakmenimbulkanpenyakitatauhalanganuntuk

menjalankanpekerjaanjabatanataupencaharian.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal352 ayat(1)KUHP diatas

tersimpul,bahwapenganiayaanyangtidakmenimbulkanpenyakitatau

tidakmenimbulkanhalanganuntukmenjalankanpekerjaanjabatanatau

pencaharian sepanjang penganiayaan itu tidak dilakukan dengan

berencanaatautidakdilakukanterhadaporang-orangyangmempunyai

kualitas tertentu,demikian juga apabila penganiayaan yang tidak
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menimbulkanpenyakitatauhalanganuntukmenjalankanpekerjaandan

jabatan atau pencaharian tidak dilakukan dengan cara memasukkan

bahanberbahayakedalam makananatauminuman,penganiayaanitu

merupakanpenganiayaanringan.

3.Penganiayaanyangdirencanakanterlebihdahulu

Jenispenganiayaanyangdirencanakanterlebihdahuluinidiatur

dalam Pasal353KUHP,yangrumusannyasebagaiberikut:

(1)Penganiayaandenganrencanalebihdahulu,diancam dengan
pidanapenjarapalinglamaempattahun

(2)Jikaperbuatanitumengakibatkanluka-lukaberat,yangbersalah
dikenakanpidanapenjarapalinglamatujuhtahun

(3)Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian,yang bersalah
diancam denganpidanapenjarapalinglamasembilantahun.

BerdasarkanrumusanPasal353KUHPdiatastersimpulpendapat,

bahwapenganiayaanberencanadapatberupatigabentukpenganiayaan,

yaitu:

a.Penganiayaanberencanayangtidakmenimbulkanakibatlukaberat

ataukematianyaituyangdiaturdalam Pasal355ayat(1)KUHP.

b.PenganiayaanberencanayangberakibatlukaberatyangdiaturPasal

353ayat(2)KUHP.

c.Penganiayaanberencanayangberakibatkematianyangdiaturdalam

Pasal353ayat(3)KUHP.

BerdasarkanPasal353KUHP diatasdapatdisimpulkan,bahwa

penganiayaan berencana pada dasarnya adalah penganiayaan biasa

dalam Pasal351yangditambahdenganunsurrencanalebihdahulu.

4.PenganiayaanBerat.
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JenispenganiayaanBeratinidiaturdalam Pasal354KUHPyang

rumusannyasebagaiberikut:

(1)Barangsiapasengajamelukaiberatoranglain,diancam karena
melakukanpenganiayaanberatdenganpidanapenjarapaling
lamadelapantahun.

(2)Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian,yang bersalah
diancam denganpidanapenjarapalinglamasepuluhtahun.

Jenistindakpidanainidiaturdalam Pasal354KUHP.Tindakpidana

penganiayaanberatterdiridariduamacam yaitu:

a.Tindakpidana penganiayaan beratbiasa (yang tidakmenimbulkan

kematian)diaturdalam Pasal354ayat(1).

b.Tindak pidana penganiayaan beratyang mengakibatkan kematian,

diaturdalam Pasal354ayat(2).

Dalam tindakpidanapidanapenganiayaanberatyangdiaturdalam

Pasal354KUHP akibatlukaberatitumerupakanmaksudatautujuan

pelaku,dalam artibahwapelakumemangmenghendakiterjadinyaluka

beratpadakorban

5.Penganiayaanberatyangdirencanakanterlebihdahulu

Jenispenganiayaanberatberencanadiaturdalam Pasal355KUHP.

Penganiayaaninipadadasarnyamerupakanbentukpenganiayaanberat

yangdilakukandenganrencana.Jenispenganiayaaninipadadasarnya

merupakan gabungan antara penganiayaan beratPasal354 ayat(1)

denganpenganiayaanberencanaPasal353ayat(1).

Jenispenganiayaanberatyangdirencanakanterlebihdahuludiatur

dalam Pasal355KUHPyangrumusannyasebagaiberikut:
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(1)Penganiayaanberatyangdilakukandenganrencanaterlebihdahulu,

diancam denganpidanapenjarapalinglamaduabelastahun.

(2)Jikaperbuatanitumengakibatkankematian,yangbersalahdiancam

denganpidanapenjarapalinglamalimabelastahun.

6.Penganiayaanterhadaporang-orangyangberkualitastertentu

Jenispenganiayaaninidiaturdalam ketentuanPasal356KUHP

yangmenyatakan:Pidanayangditentukandalam Pasal351,353,354dan

355dapatditambahdengansepertiga:

(1)Bagiyangmelakukankejahatanituterhadapibunya,bapaknya
menurutundang-undang,istrinyaatauanaknya;

(2)Jikakejahatandilakukanterhadapseorangpejabatketikaatau
karenamenjalankantugasnyayangsah;

(3)Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang
berbahaya baginyawa atau kesehatan untuk dimakan atau
diminum.

Apabiladicermatidenganseksamaterlihat,bahwaketentuanPasal

356 KUHP merupakan ketentuan yang memperberat berbagai

penganiayaan,yaitu terhadap penganiayaan biasa sebagaimana diatur

dalam Pasal351 KUHP penganiayaan berencana sebagaimana diatur

dalam Pasal353,penganiayaanberatyangdiaturdalam Pasal354serta

penganiayaanberatberencanayangdiaturdalam Pasal355KUHP.

BerdasarkanketentuanPasal356KUHP,terdapatduahalyang

memberatkanberbagaipenganiayaandiatas,yaitu:

a.Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut

berkualitassebagaiibu,bapak,istriatauanaksertapegawainegeri

yangketikaataukarenamenjalankantugasnyayangsah.
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b.Cara atau moduspenganiayaan,yaitu dalam halpenganiayaan itu

dilakukannya dengan cara memberibahan untuk dimakan atau

diminum..

Secaragarisbesarunsur-unsurterhadappenganiayaanadalah:

2.Adanyakesengajaan

Petunjukuntukdapatmengetahuiartikesengajaan,dapatdiambil

dariM.v.T.(Memorie van Toelichting),yaitu “Pidana pada umumnya

hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan

yangdilarang,dengandikehendakidandiketahui”.Dalam pengertianini

disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai:“menghendakidan

mengetahui”(willens en wetens).Artinya,seseorang yang melakukan

suatu tindakan dengan sengaja,harusmenghendakiserta menginsafi

tindakantersebutdan/atauakibatnya.Sengajaberartimenghendakidan

mengetahuiapayangdilakukan.Orangyangmelakukanperbuatandengan

sengajamenghendakiperbuatanitudandisampingitumengetahuiatau

menyadaritentangapayangdilakukanitudanakibatyangakantimbul

daripadanya.76

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan terkait bentuk

kesengajaan,salahsatunyasepertiyangdiungkapkanMoeljatnoyaitu:

a.Kesengajaanyangbersifattujuan.
Kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat
dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh
khalayakramai.Apabilakesengajaansepertiiniadapadasuatu
tindakpidana,pelakupantasdikenakanhukumanpidana.Karena
denganadanyakesengajaanyangbersifattujuanini,berartisi

76TeguhPrasetyo,Hukum Pidana,RajaGrafindoPersada,Jakarta,2014,h..54
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pelakubenar-benarmenghendakimencapaisuatuakibatyang
menjadipokokalasandiadakannyaancamanhukumanini.

b.Kesengajaansecarakeinsyafankepastian
Kesengajaan iniada apabila sipelaku,dengan perbuatannya
tidakbertujuanuntukmencapaiakibatyangmenjadidasardari
delik,tetapiiatahubenarbahwaakibatitupastiakanmengikuti
perbuatanitu.

c.Kesengajaansecarakeinsyafankemungkinan(DollusEventualis).
Kesengajaaniniyangterang-terangtidakdisertaibayangansuatu
kepastian akan terjadiakibatyang bersangkutan,melainkan
hanyadibayangkansuatukemungkinanbelakaakanakibatitu.
Selanjutnyamengenaikealpaankarenamerupakanbentukdari
kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang
dilakukannya.77

Menurutteoripengetahuan atau teorimembayangkan,manusia

tidakmungkindapatmenghendakisuatuakibatkarenamanusiahanya

dapatmenginginkan,mengharapkanataumembayangkanadanyasuatu

akibat.Adalahsengajaapabilasuatuakibatyangditimbulkankarenasuatu

tindakan dibayangkan sebagaimaksud tindakan itu dan karena itu

tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuaidengan bayangan yang

terlebihdahulutelahdibuat.

Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau

dibayangkan sipembuat,ialah apa yang akan terjadipada waktu ia

berbuat,inilahawalmulamunculterkaitteorikesengajaanyangdalam

perkembangannya munculkesengajaan dengan maksud,kesengajaan

dengan kepastian,dan kesengajaan dengan kemungkinan yang telah

dijelaskandiatas.Sebenarnyabanyakpendapatahlihukum pidanaterkait

bentuk kesengajaan,yang pada mulanya hanya dikenalkesengajaan

77Moeljatno,PerbuatanPidanadanPertanggungJawabanPidanaDalam Hukum

Pidana,BinaAksara,Jakarta,2013,h..46.
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secaratradisional.78

2.Adanyaperbuatan.

Perbuatan yang dimaksudkan dalam haliniadalah perbuatan

pidanayang memilikisifatmelawanhukum (wederechtelijk).79 Banyak

istilah yang dipakaidalam penyebutan haltersebutyang semuanya

mempunyaiintidanpemahamanyangsecaraumum sama,hanyasaja

pemakaianistilahnyaterdapatperbedaan,adayang menyebutdengan

perbuatanpidana,adayangmenyebutdenganTindakPidana,adayang

menyebutdenganDelik,danlainsebagainya.

Terkaitdefinisimengenaiperbuatanpidanainiterdapatbeberapa

doktrinyangdikemukakanolehparaahlihukum pidana,perbuatanpidana

sebagaimana yang telah disampaikan Moeljatno menggunakan istilah

perbuatanpidanadenganpertimbanganbahwaperbuatanitulahkeadaan

yangdimuatolehseseorangataubarangsesuatuyangdilakukandan

perbuatan itu menunjuk baik kepada akibatnya maupun yang

menimbulkanakibat.80

3.Adanyaakibatperbuatan,meliputiRasasakitpadatubuhdan/atau

Lukapadatubuh

Undang-undangtidakmemberikanketentuanapakahyangdiartikan

denganpenganiayaan(mishandeling)itu.Menurutyurisprudensi,maka

yangdiartikandenganpenganiayaanyaitudengansengajamenyebabkan

78Ibid,h..174.
79P.A.F.Lamintang,Op.Cit,h..182
80Moeljatno,Op.Cit,h..172.



61

perasaantidakenak(penderitaan),rasasakit(pijln)atauluka.Masukpula

dalam pengertianpenganiayaan,sengajamerusakkesehatanorang:

a.Perasaan tidak enak,misalnya mendorong orang ke sungai
sehinggabasah,menyuruhorangberdiridibawahterikmatahari.

b.Rasa sakit,misalnya menyubit,mendupak,memukul,dan
menempeleng.

c.Lukamisalnya,memotong,menusukdenganpisau.81

B.Faktor-FaktorTerjadinyaTindakPidanaPenganiayaan

Tindak pidana penganiayaan tidak serta merta langsung ada,

namun terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana

penganiayaantersebut.Tindakpidanapenganiayaanyangmasukdalam

kategorikejahatan.Faktor-faktoryangmendasaripelakumelakukantindak

pidanapenganiayaandapatdiketahuisecarakomprehensifapabiladikaji

dalam ilmukriminologi,yaituilmuyangmempelajaritentangpelakutindak

pidana.Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat

dipahamidariberbagaisisiyangberbeda.

Studi-studitersebutkemudian melahirkan ilmu kriminologiyang

dalam perkembangannyamenjadiilmupengetahuanyangpentingdan

diperlukan, salah satunya untuk mengetahui faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan.MenurutKartini

Kartonomengemukakanbahwapenganiayaanyangseringdialamiterjadi

akibatkombinasidariberbagaifaktorpersonal,sosialdanculturalyang

meliputipewarisankekerasanantargenerasi,stresssosial,isolasisosial

81 R.Soesilo,KitabUndang-UndangHukum PidanaBesertaPenjelasanLengkap
PasalDemiPasal,Politea,Bogor,2014,h..169.



62

danketerlibatanmasyarakatbawahdanstrukturkeluarga.82

Parapelakukejahatandapatmelakukanaksinyadenganberbagai

upayadanberbagaicara.Keadaansepertiituyangdisebutdenganistilah

modus operandi(modelpelaksanaan kejahatan).Dengan kemajuan

teknologidewasa ini,modus operandipara penjahatjuga mengarah

kepadakemajuanilmudanteknologi.Faktor-faktoryangmelatarbelakangi

kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat

dikelompokkankedalam 4(empat)golonganfaktor,yaitu:

1.Faktordasarataufaktorsosio-struktural,yangsecaraumum
mencakupaspekbudayasertaaspekpolahubunganpentingdi
dalam masyarakat.

2.Faktorinteraksisosial,yangmeliputisegenapaspekdinamik
dan prosesualdidalam masyarakat,yang mempunyaicara
berfikir,bersikapdanbertindakindividudalam hubungandengan
kejahatan.

3.Faktorpencetus(precipitatingfactors),yangmenyangkutaspek
individu serta situasionalyang berkaitan langsung dengan
dilakukannyakejahatan.

4.Faktorreaksisosialyangdalam ruanglingkupnyamencakup
keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan
kebijaksanaanyangdilakukansecaramelembagaolehunsur-
unsursistem peradilanpidanakhususnyadanvariasirespons,
yangsecara“informal”diperlihatkanolehwargamasyarakat.83

Secara umum penyebab atau faktorfaktoryang menyebabkan

kejahatan termasuk penganiayaan adalah faktor interen dan faktor

eksteren.

1.Faktorintern

Faktorinterenadalahfaktoryangadapadadirisendiri(individu)

seseorang.Faktor-faktortersebutdapatmenentukanpenyebabterjadinya

82KartiniKartono,PathologiSosial,RinekaCipta,Jakarta,2014,h..52.
83B.Simanjuntak,BeberapaAspekPatologiSosial,Alumni,Bandung,2011,h.66
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kejahatan,umpamanya faktor umur,jenis kelamin,agama individu

(kepribadian),kejiwaan dan lain-lain.84 Faktor secara khusus dapat

dikatakanfaktoryanghanyaadadalam diripelakuatausuatukondisiyang

hanya dialamioleh pelaku yang tidak berlaku secara umum.Dapat

dikatakanbahwafaktorsecarakhususinimerupakanfaktorinternalyang

adadidalam diripelakuyaknifaktorketurunan,faktorumur,kepribadian,

faktorekonomi,emosi,pendidikan.

a.Faktorumur

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami

perubahan,baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang.

Seseorangyangberadapadatingkatumurtertentu,yaitumenjelang

dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu

sepertikenakalanremaja.Bentukkejahatankenakalanremajahanya

dikenalpada anak remaja yang menjelang dewasa.Tidak ada

kejahatansepertikenakalanremajayangdilakukanolehorangtua.

Faktorumurmenentukantindakpidanapenganiayaanyangdilakukan

olehseseorang,sekalipunbukanmenjadifaktorpenentu,namunumur

menjadisangatpenting,dimanatingkatkedewasaandankematangan

berfikirseseorangdipengaruhiolehumurnya

b.Faktorkepribadian

Kepribadianseseorangyangkasardancenderungrepresifakansangat

mudahmenimbulkantindakpidanapenganiayaan.Sebaliknyawatak

84Ramadhan,TinjauanKriminologisTerhadapKejahatanYangTerjadiDiWilayah
PertambanganPoboya.JurnalIlmuHukum LegalOpinionEdisi6,Volume2,Tahun2014
h..4.
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ataukepribadianyangtenangakanmembuatseseorangcenderung

lebih sabardan menghindaridaritindak pidana.Kemudian faktor

ekonomi,tindakpidanadapatdilakukansalahsatunyakarenafaktor

ekonomi. Faktor ekonomi menjadikan salah satu kriminogen

(penyebabtindakpidana),karenafaktorekonomimerupakanhalyang

berkaitandengankeadaanpelakudalam kehidupansehari-harinya.

c.Faktoremosi

Faktoremosimengambilperanpentingdalam suatutindakpidana

penganiayaan,karenakeadaanemosipelakupenganiayaanpadasaat

dirinyamelakukantindakpidanahanyadiketahuiolehpelakutersebut.

Sebab-sebabdirinyamelakukantindakpidanadansebagainya.

d.Faktorjeniskelamin

Jeniskelaminlaki-lakiatauperempuanjugaadahubungannyadengan

kejahatan.Umumnya laki-lakilebih kuattenaganya dibandingkan

denganperempuan.Karenaitu,laki-lakidapatmelakukankejahatan

umum yang memerlukan tenaga,umpamanya membunuh,mencuri

dengan membakardan lain-lain.Sedangkan perempuan melakukan

kejahatan yang tidak memerlukan tenaga,umpamanya berzina,

melacurdanlain-lain.

e.Faktorpendidikan(pribadi).

Faktorpendidikanmenjadihalikhwalselanjutnyayangdapatdikaji

dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan.

Walausekalilagifaktorinitidakdapatdijadikansatu-satunyapatokan
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dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan.

Namun,dapatdikajisecara logika bahwasanya seseorang yang

memilikipendidikan yang baik akan sedikitbanyak berfikiruntuk

melakukansesuatuhalyangbaik,dengantidakmelakukansalahsatu

tindakpidanayaitupenganiayaan.

f. Faktoragama

Faktorinimerupakanunsurpokokdalam kehidupanmanusiayang

merupakan kebutuhan spiritualyang sama. Norma-norma yang

terdapatdidalamnya mempunyainilaiyang tertinggidalam hidup

manusiasebabnorma-normatersebutmerupakannormakeTuhanan

dansegalaseuatuyangtelahdigariskanolehagamaituselalubaik

sertamembimbingmanusiakearahjalanyangbaikdanbenar.Norma-

normainimenunjukkanhal-halyangdilarangdandiharuskan,mana

yangbaikdanmanayangburuk,sehinggabilamanusiabenar-benar

mendalamidanmengertiisiagama,pastilahiaakantaatiperintahdan

larangantersebut.Faktorindividuyangbersifatkhususyaitukeadaan

kejiwaandariseseorangpelakukejahatan.

2.Faktorekstern

Faktorekteren adalah faktoryang dapatmenyebabkan terjadinya

kejahatankarenasebabyangadadiluarindividu.Faktoreksterenini

olehparaahlikriminologibiasadisebutsebagaifaktorlingkungan.

Salahsatupenyebabtimbulnyakejahatanadalahlingkunganyangtidak

baik,yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat



66

dikatakankacaudimanadisituanak-anaktidakcukupmendapatkan

pendidikandanpengetahuantentangnilai-nilaiyangbiasadijunjung

tinggiolehmasyarakatsepertinilaimengenaihakmilikoranglain,nilai

pendidikansebagaialatuntukmajudansebagainya.85

C. SanksiPidanaTerhadapPelakuTindakPidanaPenganiayaan

Hukum berkaitandengansanksidanhalinidapatdipahamikarena

padadasarnyahukum itumemilikisifatmengaturdanmemaksa.Didalam

sifathukum yangmengatur,terdapatlarangan-larangan.Apabilasuatu

larangan tersebutdilanggar,maka dapatmenimbulkan sanksi.Sanksi

hukum inibersifatmemaksa,haliniberartibahwatertibituakanbereaksi

terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan

masyarakatsebagaiakibatdariadanyapelanggaran tersebut.Dengan

caramemaksa,makasuatupenderitaandikenakanterhadapseseorang

denganpaksawalaupunyangbersangkutantidakmenghendakinya.86

MenurutBlack’sLawDictionary,sanction(sanksi)adalah“apenalty

orcoercivemeasurethatresultsfrom failuretocomplywithalaw,rule,or

order(a sanction fordiscovery abuse)”atau sebuah hukuman atau

tindakan memaksa yang dihasilkan darikegagalan untuk mematuhi

undang-undang. Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk

memaksa orang menepatiperjanjian atau menaatiketentuan undang-

undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan

85Ibid.,h.aman5.
86SoerjonoSoekanto,TeoriYangMurniTentangHukum,Alumni,Bandung,2015,

h.40.
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(mengenaiperekonomian)sebagaihukumankepadasuatunegarahukum,

imbalannegatif,berupapembebananataupenderitaanyangditentukan

dalam hukum,imbalanpositif,yangberupahadiahatauanugerahyang

ditentukandalam hukum.87

Berbagaitipeidealdapatdirumuskanatasdasarcara-caraperilaku

manusiadilaksanakanberdasarkanperintahataularangan.Suatutertib

sosialmungkin memerintahkan agarmanusia melakukan perbuatan

tertentu,tanpamemberikanakibattertentuapabilaperintahituditaatiatau

dilanggar.Suatu tertib sosialdapatpula memerintahkan agarsuatu

perbuatandilakukansekaligusdenganimbalanatauhukumannya.Imbalan

danhukumanmerupakansanksi-sanksi,namunlazimnyahanyahukuman

yangdisebutsebagaisanksi.

MenurutHansKelsen,sanksididefinisikansebagaireaksikoersif

masyarakatatastingkahlakumanusia(faktasosial)yangmengganggu

masyarakat.Setiapsistem normadalam pandanganHansKelsenselalu

bersandarpadasanksi.Esensidarihukum adalahorganisasidarikekuatan,

dan hukum bersandarpada sistem paksaan yang dirancang untuk

menjaga tingkah laku sosialtertentu.Dalam kondisi-kondisitertentu

digunakankekuatanuntukmenjagahukum danadasebuahorgandari

komunitasyangmelaksanakanhaltersebut.Setiapnormadapatdikatakan

“legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat

berhubungandengannormayanglainnya.88

87WJS.Poerwadarminta,Op.Cit,h.621.
88AntoniusCahyadidanE.FernandoM.Manullang,PengantarKeFilsafatHukum,

KencanaPrenadaMediaGroup,Jakarta,2017,h.84.
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Sanksipidanamerupakansanksiyang bersifatlebihtajam jika

dibandingkandenganpemberlakuansanksipadahukum perdatamaupun

dalam hukum administrasi.Pendekatanyangdibangunadalahsebagai

salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasikejahatan melalui

hukum pidanadenganpelanggarandikenakansanksinyaberupapidana.

MenurutRoeslanSaleh,sebagaimanayangdikutipolehMahrusAli

mengemukakanpendapatbahwapidanaadalahreaksiatasdelikdanini

berwujudsuatunestapayangdengansengajaditimpakannegarapada

pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana

menentukansanksiterhadappelanggaranperaturanlarangan.Sanksiitu

dalam prinsipnyaterdiriataspenambahanpenderitaandengansengaja.89

Wujud atau sifatperbuatan pidana itu adalah melawan hukum

dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat,

dalam artibertentangandenganataumenghambatakanterlaksananya

tatadalam pergaulanmasyarakatyangdianggapbaikdanadil.Namun,

perbuatanseseorangdikatakansebagaitindakpidanaapabilaperbuatan

tersebuttelahtercantum dalam undang-undang.Dengankatalain,untuk

mengetahuisifatperbuatantersebutdilarangatautidak,harusdilihatdari

rumusanundang-undang.90

BentukhukumanPidanadiaturdalam Pasal10KUHP,yaitu:

1.PidanaPokok,yangterbagiatas:

a.PidanaMati;

89MahrusAli,Op.Cit,h.140.
90Ibid,h.141.
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b.PidanaPenjara;

c.PidanaKurungan;

d.Pidanadenda;

e.PidanaTutupan.

2.PidanaTambahan,yangterbagiatas:

a.Pencabutanhak-haktertentu

b.Perampasanbarang-barangtertentu

c.Pengumumanputusanhakim.

Memperhatikan ketentuan pasaltersebutdiatas,maka sanksi

pidanaadalahpemberiansanksiyang berupasuatupenderitaanyang

istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu

perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh

undang-undang.Adapunpengertiansanksipidanaitusendiri,menurut

pendapatImmanuelKantdalam TeoriAbsolut,bahwapemidanaanhanya

dapatdijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan

kejahatan.Menurutnya dalam kejahatan itu dapatditemukan alasan-

alasanpembenaruntukmenjatuhkanpidana,yangcenderungdisepakati

bahwasiapasajayangmenimbulkanpenderitaankepadaoranglain,maka

pelakuharusdibuatmenderitaatausepantasnyamengalamihalyang

samadenganperbuatannyamenimbulkanoranglainmenderita.91

Pengertiansanksipidanaitusendiri,menurutpendapatAnselm von

Feuerbach dalam teorirelatifadalah sanksipidana bukan ditujukan

91 RoniWiyanto,Asas-asasHukum PidanaIndonesia,MandarMaju,Bandung,
2012,h.119.
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sebagaipembalasan,melainkan untuk mencapaisuatu tujuan atau

maksuddaripemidanaanitu,sehinggateoriinidikenalsebagaiteoritujuan.

Jaditujuanpemidanaanadalahkemanfaatan,selainmencegahtimbulnya

kejahatandanmemperbaikipribadipelaku.92

Selanjutnya pengertian sanksipidana itu sendiri,menurutteori

gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk

menjaminketertiban masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku.

Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teoripembalasan atau teori

tujuan dipandang beratsebelah,sempitdan sepihak.Menurutteori

gabunganinimengakuibahwapenjatuhanpidanasebagaipembalasan

yang didasarkan pada kejahatannya.Selain itu,diakuipula penjatuhan

pidanamempunyaitujuandaripemidanaanitusendiri.93

Berdasarkanpendapattersebutdiatas,makasanksipidanaadalah

merupakancarayangdigunakanuntukmencapaitujuandiadakanhukum

pidana.Pemberianpidanamenjadipersoalandanpemikirandikalangan

para ahlididalam mencarialasan-alasan dan syarat-syaratseseorang

dapatdijatuhipidana.

Pelakutindakpidana,makadapatdikenakansanksipidanaatau

hukuman.Khusus mengenaimasalah hukuman sebagaisalah satu

masalah pokokhukum pidana,persoalan yang sangatpenting adalah

mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar

pembenarandaripidanasebagaiusahauntukmenjadikanpidanalebih

fungsional.

92Ibid,h.120.
93Ibid,h.121.
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Pelakutindakpidanaharusdiberikansankiatasperbuatantersebut.

Secarakonseptional,makaintidanartipenegakanhukum terletakpada

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilaiyang terjabarkan didalam

kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai-nilaitahap akhiruntukmenciptakan,memelihara dan

mempertahankankedamaianpergaulanhidup.

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau

kelompok tertentu karena terjadipelanggaran yang dilakukan oleh

seseorangataukelompok.Sistem hukum pidanaadaduajenissanksi

yangmempunyaikedudukanyangsama,yaitusanksipidanadansanksi

tindakan.Sanksipidana merupakan jenis sanksiyang paling banyak

digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang

dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.Sanksidiartikan

sebagaitanggungan,tindakan,hukumanuntukmemaksaorangmenepati

perjanjianataumenaatiketentuanundang-undang94

Sanksidiartikan sebagaitanggungan,tindakan,hukuman untuk

memaksa orang menepatiperjanjian atau menaatiketentuan undang-

undang.95Sanksipidanamerupakansuatunestapaataupenderitaanyang

ditimpahkankepadaseseorangyangbersalahmelakukanperbuatanyang

dilarangolehhukum pidana,denganadanyasanksitersebutdiharapkan

orangtidakakanmelakukantindakpidana.96

RoeslanSalehdalam NiniekSuparnimenyatakanbahwapidana

94MahrusAli,Op.Cit,h.193
95Ibid,h.194.
96AndiHamzah,Op.Cit,h.82.
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adalahreaksi-reaksiatasdelikyangberwujudsuatunestapayangsengaja

ditimpakan Negara kepada pembuat delik.68 Bambang Waluyo

menyebutkanbahwapidanaadalahreaksiatasdelikyangdijatuhkanharus

berdasarkanpadavonishakim melaluisidingperadilanatasterbuktinya

perbuatanpidanayangdilakukan.Apabilatidakterbuktibersalahmaka

tersangkaharusdibebaskan.69

Berdasarkanpendapatparaahliyangdikemukakan diatas,maka

suatupidanaharus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekwensilain yang tidak
menyenangkan.

2. Dikenakanpadaseorangyangbenar-benarataudisangkabenar
melakukantindakpidana

3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar
ketentuanhukum

4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak
pidana.

5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuaidengan
ketentuan suatu system hukum yang dilanggaroleh tindak
pidanatersebut.70

Penjatuhanpidanaatauhukumanadalahmerupakanreaksisosial

antaralain:

1.Terjadiberhubungdenganadanyapelanggaranterhadapsuatu
aturanhukum.

2.Dijatuhkandandilaksanakanolehorang-orangyangberkuasa
sehubungandengantertibhukum yangdilanggar.

3.Mengandung penderitaanataupaling tidakkonsekwensilain
yangtidakmenyenangkan.

4.Menyatakanpencelaanterhadapsipelanggar.71

Berdasarkan ruanglingkuppemidanaantersebutdapatdiketahui

bahwapidanaselalumengandungunsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan
ataunestapaatauakibat-akibatlainyangtidakmenyenangkan.

2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
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mempunyaikekuasaan(olehyangberwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak

pidanamenurutUndang-undang.72

Seseorangyangmelakukantindakpidanaharusmempertanggung

jawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat

dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan

bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk

membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.

Mengingathalinisukaruntukdibuktikandanmemerlukanwaktuyang

cukuplama,makaunsurkemampuanbertanggungjawabdianggapdiam-

diam selaluadakarenapadaumumnyasetiaporangnormalbathinnyadan

mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang

menunjukkanbahwaterdakwamungkinjiwanyatidaknormal.

Menurut AndiHamzah bahwa tujuan pemidanaan ditentukan

sebagaiberikut:

1.Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
normahukum demipengayomanmasyarakat;

2.Memasyarakatkanterpidanadenganmengadakanpembinaan
sehinggamenjadiorangyangbaikdanberguna;

3.Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan,dan mendatangkan rasa damai
dalam masyarakat;

4.Membebaskanrasabersalahpadaterpidana.
5.Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan

merendahkanmartabatmanusia.97

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan

terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga

97 AndiHamzah,Sistem PidanadanPemidanaanIndonesia,Gh.iaIndonesia,
Jakarta,2014,h.66.
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menjadikanlukaataurasasakitpadatubuhbahkansampaimenimbulkan

kematian.Sanksiterhadappelakutindakpidanapenganiayaaandimuat

dalam BABXXII,Pasal351s/dPasal355adalahsebagaiberikut:

1.PenganiayaanbiasaPasal351KUHP.

Pasal351KUHPmenyebutkan:

(1)Penganiayaandipidanadenganpidanapenjarapalinglamadua
tahundelapanbulanataupidanadendapalingbanyakempat
ribulimaratusrupiah.

(2)Jikaperbuatanitumenyebabkanluka-lukaberat,yangbersalah
dipidanadenganpidanapenjarapalinglamalimatahun.

(3)Jika mengakibatkan mati,dipidana dengan pidana penjara
palinglamatujuhtahun.

(4)Denganpenganiayaandisamakansengajamerusakkesehatan.
(5)Percobaanuntukmelakukankejahataninitidakdipidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan

hukum,memangsemuanyaperbuatanatautindakanyangdilakukanoleh

seseorangyangberakibatkepadadirinyasendiri.Mengenaipenganiayaan

biasainimerupakansuatutindakanhukum yangbersumberdarisebuah

kesengajaan.Kesengajaan iniberartibahwa akibatsuatu perbuatan

dikehendakidaniniternyataapabilaakibatitusungguh-sungguhdimaksud

olehperbuatanyangdilakukanituyangmenyebabkanseseorangrasa

sakit,luka,sehingga menimbulkan kematian akan tetapitidaksemua

perbuatanmemukulataulainnyayangmenimbulkanrasasakitdikatakan

sebuahpenganiayaan.seperticontohseorangdokteryangtelahmelukai

pasiennyadanmenyebabkanluka,tindakantersebuttidakdapatdikatakan

sebagaipenganiayaan,karenabermaksuduntukmenyembuhkanpenyakit

yangdideritaolehpasiennya.
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2.PenganiayaanringanPasal352KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak

menyebabkanlukaataupenyakitdantidakmenyebabkankorbantidak

bisamenjalankanaktivitassehari-harinya.Tindakpidanapenganiayaan

ringandiaturdalam Pasal352KUHPsebagaiberikut:

(1)Kecualiyangtersebutdalam Pasal353danPasal356,maka
penganiayaanyangtidakmenimbulkanpenyakitatauhalangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian,
dipidanasebagaipenganiayaanringan,denganpidanapenjara
palinglamatigabulanataupidanadendapalingbanyakempat
ribulimaratus.Pidanadapatditambahsepertigabagiorang
yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja
padanyaataumenjadibawahannya.

(2)Percobaan untuk melakukan kejahatan initidak dipidana.
MelihatPasal352KUHPayat(2)bahwa“percobaanmelakukan
kejahatan itu (penganiyaan ringan)tidak dapatdipidana”
meskipun dalam pengertiannya menurutpara ahlihukum,
percobaanadalahmenujukesuatuhal,tetapitidaksampaipada
sesuatuhalyangdituju,atauhendakberbuatsesuatudan
sudahdimulaiakantetapitidaksampaiselesai.Disiniyang
dimaksudadalahpercobaanuntukmelakukankejahatanyang
bisamembahayakanoranglaindanyangtelahdiaturdalam
Pasal53 ayat(1).Sedangkan percobaan yang ada dalam
penganiyaaninitidakakanmembahayakanoranglain.

3.PanganiayaanberencanaPasal353KUHP.

Pasal353KUHPmengenaipenganiyaanberencanamerumuskan

sebagaiberikut:

(1)Penganiayaandenganberencanalebihdulu,dipidanadengan
pidanapenjarapalinglamaempattahun.

(2)Jikaperbutanitumenimbulkanluka-lukaberat,yangbersalahdi
pidanadenganpidanapenjarapalanglamatujuhtahun.

(3)Jikaperbuatanitumengakibatkankematian,yangbersalahdi
pidanadenganpidanapenjarapalinglamasembilantahun.

Penganiayaanberencanadiaturdalam Pasal353 KUHP apabila

mengakibatkanlukaberatdankematianadalahberupafaktorataualasan
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pembuatpidanayangbersifatobjektif,penganiayaanberencanaapabila

menimbulkanlukaberatyangdikehendakisesuaidengan(ayat2)bukan

disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat

berencana(Pasal355KUHP),apabilakejahatantersebutbermaksuddan

ditujukan pada kematian (ayat3)bukan disebutlagipenganiayaan

berencanatetapipembunuhanberencana(Pasal340KUHP).

4.PenganiayaanberatPasal354KUHP.

Penganiayaan beratdirumuskan dalam Pasal354 KUHP yang

rumusannyaadalahsebgaiberikut:

(1)Siapa sengaja melukaiberat orang lain,dipidana kerena
melakukanpenganiayaanberatdenganpidanapenjarapaling
lamadelapantahun.

(2)Jikaperbuatanitumengakibatkankematian,yangbersalahdi
pidanadenganpidanapenjarapalinglamasepuluhtahun.

Penganiayanberatataudapatdisebutjugamenjadikanberatpada

tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja.Kesengajaan itu

harusmengenaiketigaunsurdaritindakpidanayaitu,pebuatanyang

dilarang,akibatyangmenjadipokokalasandiadakanlarangitudanbahwa

perbuatanitumelanggarhukum.Ketigaunsurdiatasharusdisebutkan

dalam undang-undangsebagaiunsurdaritindakpidana,seorangjaksa

harustelitidalam merumuskanapakahyangtelahdilakukanolehseorang

terdakwadaniaharusmenyebukanpulatuduhanpidanasemuaunsur

yangdisebutkandalam undang-undangsebagaiunsurdaritindakpidana.

5.PenganiayaanberatPasal355KUHP

Penganiyaanberatberencana,dimuatdalam Pasal355KUHPyang

rumusannyaadalahsebagaiberikut:
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(1)Penganiayaanberatyangdilakukandenganrencanaterlebih
dahulu,dipidanadenganpidanapenjarapalinglamaduabelas
tahun.

(2)Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di
pidanadenganpidanapenjarapalinglamalimabelastahun.

Penganiayaan beratberencana inimerupakan bentukgabungan

antarapenganiayaanberat(Pasal354ayat1KUHP)denganpenganiyaan

berencana(Pasal353ayat1KUHP).Dengankatalainsuatupenganiayaan

berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk

penganiayaaniniharuslahterjadisecaraserentak/bersama.Olehkarena

harus terjadi secara bersama,maka harus terpenuhi baik unsur

penganiayaanberatmaupununsurpenganiayaanberencana.


